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Ratusan Rumah Terendam
Daerah Sulit Diatasi Karena Cekungan
TANJUNGPANDAN  -

Sekitar 300 rumah warga di
Kampung Amau dan Kampung
Damai Kecamatan Tanjung-
pandan Kabupaten Belitung,
terendam banjir pada Jumat
pagi (6/12/2019).

Meskipun kedua daerah itu
merupakan langganan banjir,
namun kejadian kali ini terpa-
rah dari yang pernah terjadi
sebelumnya.

Banjir terjadi selang beberapa
hari Bupati Belitung H Sahani
Saleh melakukan peninjauan di
daerah itu. Menurut Sanem
sapaan akrabnya, bahwa wila-
yah ini dari dahulu hingga seka-
rang terus diterjang bencana
banjir dikarenakan areal itu
berbentuk seperti cekungan
kuali. Apa lagi curah hujan
turun dengan intensitas tinggi.

“Selama ini kita telah ber-
upaya, wilayah itu. Dan mung-
kin dari dulunya perbaikan

aliran sungai, tapi memang
kultur alamnya sulit. Itukan
daerah cekungan, namanya
juga “Kampung Amau”, dan itu
juga dulunya rawa-rawa dan
struktur tanahnya itu memang
seperti kuali,” kata Sanem sapa-
an akrab Bupati kepada Rakyat
Pos.

Sanem menjelaskan saat ini
yang merupakan musim peng-
hujan. Dengan curah hujan
yang sangat tinggi wilayah
tersebut tetap akan mengalami
banjir. Selain itu bencana banjir
yang menimpa wilayah itu
mencapai 1,5 meter. Dengan
bandar air saat ini, Dia men-
jelaskan tidak akan bisa menam-
pung air yang datang.

“Ya itulah, curah hujan turun
sangat tinggi. Dan bandar air
nya tidak mungkin tertampung.
Ditambah lagi muaranya, air
laut saat ini pasang,” jelasnya.

W a k i l

Buka Pos Layanan Pengaduan
PANGKALP INANG -

Masyarakat Bangka Belitung
(Babel) yang merasa dirugi-
kan oleh pelaku usaha bisa
mengadu atau komplain ke
pos layanan pengaduan yang
dibuka oleh Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan (Dis-
perindag).

Kabid Perlindungan Kon-
sumen dan Kemetrologian
Disperindag Pemprov Babel,
Riza Aryani menyebutkan
pos layanan ini ada di masing-
masing disperindag kabu-
paten dan kota  juga di peme-
rintah provinsi.

“Walaupun baru sedikit
yang melapor ke pos layanan
ini, tetapi artinya masyarakat
sudah mulai tahu, kemana
mengadu ketika ada yang
dirugikan,” kata Riza kepada
wartawan belum lama ini.

Sepanjang tahun 2019, kata

dia, ada 10 laporan yang
diadukan oleh masyarakat.
Kasus-kasus tersebut ditangani
oleh Disperindag Babel untuk
diselesaikan.

Riza menegaskan, meski-
pun dari kabupaten/kota ba-
ru ada tiga Badan Penyele-
saian Sengketa Konsumen
(BPSK), namun masyarakat
yang mengadu tetap akan
ditindaklanjuti.

“Silahkan, kalau konsumen
dirugikan atau misalnya tidak
mendapatkan layanan yang
baik dari pelaku usaha, silah-
kan lapor, termasuk jika me-
nemukan produk kedalu-
warsa atau lainnya, ke dis-
perindag kabupaten dan kota
bisa, ke Disperindag provinsi
juga bisa,” harapnya.

Untuk BPSK, diakuinya
baru dimiliki oleh Kabupaten
B a n g k a ,

PANGKALPINANG - Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah mendapat saran dan
masukan dari Kementerian/Lembaga pada Kamis (5/12/
2019) yang lalu di kantor Kementerian Kelautan Perikanan
(KKP), Jakarta.

Hasilnya, tak banyak perubahan dari draft sementara yang
dihasilkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pansus RZWP3K DPRD
Babel Adet Mastur ketika dihubungi wartawan, Jumat (6/
12/2019) kemarin.

“Sudah kita dengar saran dan masukan itu, termasuk usulan
dari TNI AL (Angkatan Laut) untuk memasukan zona latihan
militer di Babel, nantinya akan kita akomodir,” jelasnya.

Dari pembahasan perda tersebut, diakui Ketua Komisi II
DPRD Babel itu, tidak banyak perubahan dari susunan draft
yang disepakati dalam pansus. “Saya pikir tidak banyak lagi
perubahan,” sebutnya.

Adapun saran dan masukan ini, lanjut ke Hal 11 Kol 5
ke Hal 11 Kol 5

ke Hal 11 Kol 5

ke Hal 11 Kol 1

Tanjungpandan
Dilanda Banjir

ke Hal 11 Kol 1

Diduga Akibat Penimbunan
RM Nelayan Seafood

SEMENTARA itu,
sejumlah rumah warga di Jalan
Padat Karya Desa Air Merbau
Kecamatan Tanjungpandan
Kabupaten Belitung juga
mengalami kebanjiran.

Selain akibat curah hujan

tinggi, banjir diduga dise-
babkan menyempitnya aliran
kolong stanum dampak pe-
nimbunan rumah makan Ne-
layan Seafood.

Aris Maryanto, warga seki-
tar mengatakan hampir semua

warga menyalahkan penim-
bunan dan pembuatan saluran
air yang diperkecil.

“Silahkan tanya warga ini
semua, dulu tidak pernah
wilayah ini banjir. Tapi setelah
k o l o n g

SUNGAILIAT - Tingginya curah hujan
disertai petir dan angin kencang yang melanda
wilayah perairan Kabupaten Bangka dan
sekitarnya membuat Satpolair Polres Bangka
mengeluarkan imbauan agar nelayan tidak
memaksakan untuk melaut.

“Kalau bisa untuk sementara waktu nelayan
kita dihimbau tidak melaut karena cuaca

ekstrem. Kalaupun memaksakan untuk turun
melaut, kita minta utamakan keselamatan,”
kata Kasat Polair Polres Bangka, AKP Elpiadi,
Jum’at (6/12/2019).

Disamping itu, nelayan di Kabupaten
Bangka juga diminta untuk meng-update
prakiraan cuaca yang bakal terjadi di wilayah
perairan sebelum memutuskan pergi melaut.

“Kita minta terus berkomunikasi dengan
pihak terkait saat nelayan

Nelayan Bangka Diimbau
Tidak Melaut

Cuaca Ekstrem

Konsumen Dirugikan
Lapor ke Disperindag

RZWP3K tak
Banyak Berubah
Selanjutnya Dokumen Final dan Pengesahan

Rumah warga di Jalan Padat Karya Desa Tanjungpandan
mengalami kebanjiran diduga dampak penimbunan
rumah makan Nelayan Seafood tanpa mengantongi izin.
(foto: Dodi Iskandar)

Kasat Polair Polres Bangka, AKP Elpiadi bersama nelayan usai kegiatan silaturahmi dan kerja sama
dengan nelayan di Sungailiat, Jumat (6/12/2019).(foto: Zuesty Novianty)



Pemkot Bakal ‘Rombak’ Masjid
Kayu, Wilhelmina dan Pasirpadi
PANGKALPINANG -

Pemerintah Kota (Pemkot)
Pangkalpinang berencana me-
nata dan merombak beberapa
tempat yang nantinya akan
dijadikan destinasi wisata baru
di Ibukota Provinsi Bangka
Belitung ini. Beberapa destinasi
tersebut yakni  Masjid Kayu

Tuatunu, Taman Wilhelmina
dan Pantai Pasir Padi.

“Penataan guna menarik
wisatawan dan juga dalam
upaya pengembangan potensi
pariwisata. Kita akan membuat
beberapa titik titik pariwisata di
Kota Pangkalpinang sebagai
titik destinasi wisata supaya

orang orang bisa datang kesini,”
ujar Wali Kota Pangkalpinang,
Maulan Aklil kepada war-
tawan, Jumat (6/12/2019).

Pria yang biasa disapa Molen
ini mengatakan selain itu infra-
struktur di Pangkalpinang juga
akan dibenahi. Dia menilai, saat
ini wilayah kota sudah mulai

rapi dan indah dan katanya
sudah ada ikon ikon tertentu.
“Insya allah tahun baru sudah
terlihat progres perubahan di
Pangkalpinang,” jelasnya.

Pria berusia 43 tahun ini
mengaku untuk membangun
daerah ada beberapa sumber
dana yang bisa digunakan

selain APBD. “Selain APBD
yang kedua adalah program
CSR dari pihak ketiga akan
kita gunakan juga dan ada
juga dari Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) dari kementerian
serta dana hibah provinsi juga
kita  gunakan,”  ujarnya.
(bum/10)

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat bertanding di pembukaan Turnamen Gaple Wali Kota Pegeka Cup 1 2019 yang digelar di Kelurahan Paritlalang, Rabu (4/12/2019). (foto: Budi
Muridan)

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat studi banding di Provinsi Bali, Jumat (6/12/2019). (foto: istimewa)

Dekranasda Pangkalpinang Berguru ke Bali
PANGKALPINANG -

Dewan Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda) Kota
Pangkalpinang menggelar studi
banding ke Provinsi Bali, Jum’at
(6/12/2019). Studi banding
dilakukan sebagai upaya
meningkatkan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Pembina Dekranasda
Kota Pangkalpinang, Maulan
Aklil (Molen) mengatakan
tujuan studi banding ke Bali
adalah untuk mengadopsi
program-program yang ada di
Pulau Dewata.

“Kita mempelajari, melihat,
menganalisa dan mengadopsi
apa apa yang baik dan bisa kita
ambil untuk kita terapkan di
Pangkalpinang,”ungkap Molen
kepada wartawan sebelum
berangkat ke Bali.

Molen juga menyampaikan
bahwa Dekranasda Kota Pang-
kalpinang akan mempelajari
strategi dalam meningkatkan
UMKM. “Dari hal- hal kecil,
penggunaan udeng kalau kita
destar, itu bisa kita terapkan di
Pangkalpinang sampai trik dan
strategi meningkatkan UMKM
di Bali ini bisa kita terapkan di
Pangkalpinang,”bebernya.

Dengan adanya studi banding
ini, pria 43 tahun tersebut
berharap agar Dekranasda Kota
Pangkalpinang bisa memberi
semangat baru, nuansa baru
dan pemahaman dan mem-
buka pikiran baru dalam upaya
meningkatkan UMKM Pang-
kalpinang. “Banyak hal baik yang
akan kita serap untuk Pang-
kalpinang ini,” ujar Wali Kota
Pangkalpinang itu. (bum/10)

Warung Bakso Qta dipadati pengunjung saat buka perdana Jumat (6/12/2019). (foto: istimewa)

Resmi Dibuka, Ratusan Pecinta Bakso
Serbu Warung Bakso Qta

Pemilik warung sudah me-
nyiapkan 500 mangkuk bakso
atau mi ayam secara gratis.

Salah seorang penikmat
bakso, Adi mengatakan sangat
menikmati racikan bakso yang
ada di Warung Bakso Qta.
Menurutnya, bakso yang ia
santap sangat lezat dan gurih.
Dia tak sungkan menyebutkan
akan kembali datang ke Wa-
rung Bakso Qta untuk mencoba
menu lain seperti mi ayam ijo
dan aneka sop.

“Enak mas, kuah baksonya
gurih, baksonya juga sangat
terasa dagingnya dan porsinya
pas. Apalagi pas cuaca dingin
seperti saat ini, makan bakso
sangat cocok. Saya juga nanti
ingin mencoba menu lainnya di
warung ini. Dengan hadirnya
Warung Bakso Qta di Pang-
kalpinang ini tentunya me-
nambah daftar tempat kuliner
yang wajib dikunjungi,” kata
Adi.

Senada, Marsya, salah satu
pengunjung juga mengaku se-

nang dengan kehadiran Wa-
rung Bakso Qta di Pangkal-
pinang. Baginya warung bakso
ini dapat menambah pilihan
bersantap bakso di ibu kota
Provinsi Babel. Dia menye-
butkan akan mengajak istri dan
keluarganya menikmati menu
yang disajikan di warung bakso
ini. “Baksonya enak, mantap
dah,”katanya.

Pemilik Warung Qta, Yoki
mengatakan saat pembukaan
warungnya, 500 mangkuk
gratis disiapkan memang sudah
diniatkan untuk membantu
sesama. Uang yang terkumpul,
akan disumbangkan kepada
kaum duafa yang ada di Pulau
Bangka.

“Salah satu tujuan saya mem-
buka Warung Bakso Qta ini
adalah hendak berbagi dengan
sesama yang kurang mampu.
Ke depan rencananya uang
pembayaran setiap mangkuk
bakso disisihkan Rp 1.000 setiap
Jumat keempat, lalu diserahkan
kepada kaum yang berhak

menerima,” kata Yoki kepada
Rakyat Pos, Jumat.

Dia menceritakan, awalnya
dia memilih usaha bakso dan
sop karena hobinya yang suka
makan. Dia optimis usahanya
tersebut akan mendapat sam-
butan positif dari penikmat
bakso karena menggunakan
daging sapi segar. Menu bak-
sonya pun kata Yoki beragam
dari bakso urat, spesial, krewed
atau jeroan, tulang muda dan
bakso rusuk.

“Selain bakso, kita juga ada
menu mi ayam ijo yang me-
miliki tekstur dan rasa yang
dijamin bisa membuat ketagi-
han. Menu ini adalah salah satu
yang unik disini, warna ijo ini

alami kita olah dari sayur-
sayuran agar pengunjung yang
mungkin gak suka sayur, ini bisa
jadi alternatif. Lalu ada menu
sop mulai sop buntut, sop janda
dan sop tulang,” ungkapnya.

Untuk harga, untuk bakso
diterangkan Yoki, dijual dengan
harga mulai dari Rp 15.000
hingga Rp 30.000. Sedangkan
untuk mi ayam ijo dan sop
dibanderol dengan harga mulai
dari Rp 13.000 hingga Rp30.000.

Jadi, jangan lupa, datang dan
cicipi bakso solo dan menu
lainnya di Warung Bakso Qta
mulai pukul 09.00 WIB hingga
21.00 WIB. Ajak pacar, teman
dan keluarga ya. Dijamin,
maknyuss. (fan/10)

PANGKALPINANG -
Para pecinta bakso menyerbu
Warung Bakso Qta yang resmi
dibuka, Jumat (6/12/2019).

Sejak pagi, warung bakso yang
beralamat di Jalan Ahmad Yani
Nomor 73, Batin Tikal,
Kecamatan Taman Sari ini sudah

dipadati pengunjung. Di hari
pertama buka, pengunjung tidak
perlu membayar untuk
menikmati menu yang disajikan.

Damri Siapkan Bus Terbaru
Sambut Natal-Tahun Baru
PANGKALPINANG -

Perusahaan Umum Damri
Pangkalpinang menyiapkan
sejumlah bus terbaru untuk
melayani transportasi dalam
perayaan Natal 2019 dan
Tahun 2020 yang disiagakan di
Bandara Depati Amir.

“Ada empat bus jenis HiAce
yang kita siagakan di bandara,”
ujar General Manager Perum
Damri Pangkalpinang Listawati
kepada Antara di Pangkal-
pinang, Jumat.

Sebanyak empat unit bus
tersebut akan melayani rute
menuju Jebus dan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat.

Perum Damri juga menyiap-
kan dua unit minibus dan dua
bus besar dengan kapasitas 24
seat (tempat duduk) di Pela-
buhan Tanjung Kalian untuk
membawa penumpang ke Kota
Pangkalpinang.

elain itu, Perum Damri juga
menyiagakan sejumlah bus di
sekitar kantor yang dapat di-
operasikan jika terjadi lonjakan
penumpang. “Beberapa (bus)
standby. Kalau ada lonjakan,
siap ditambah,” katanya.

Menurut Listawati, Peruma
Damri bukan hanya menyi-

apkan bus regular untuk mela-
yani penumpang umum dengan
trayek yang telah disiapkan,
namun juga menyiapkan bus
untuk warga yang ingin ber-
wisata.

Dari pengalaman selama ini,
permintaan bus pariwisata ter-
sebut sering mengalami pe-
ningkatan ketika masa libur
seperti Idulfitri, Natal  dan
Tahun Baru.

Kemudian, perusahaan
BUMN yang bergerak di bidang
transportasi itu juga menyiapkan
bus di Pulau Belitung yang sering
menjadi tujuan wisata warga dari
berbagai daerah.

Layanan angkutan perintis itu
disiagakan di Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung untuk mela-
yani trasportasi menuju kelapa
kampit, Kabupaten Belitung
Timur. “Ada juga dua unit di
Pulau Mendanau di Selat Nasik,”
katanya.

Pelayanan Perum Damri
Pangkalpinang bukan hanya
untuk transportasi di Provinsi
Bangka Belitung, namun juga
melayani transportasi antar-
provinsi melalui kerja sama
dengan Cabang Palembang.
(antara)

Lewat Turnamen Gaple Wali Kota PGK
Molen Ingin Tingkatkan

Silaturahmi Antar-Masyarakat
PANGKALPINANG -

Wali Kota Pangkalpinang,
Maulan Aklil alias Molen tidak
menyangka antusias masya-
rakat begitu tinggi untuk me-
ngikuti Turnamen Gaple Wali
Kota Pegeka Cup 1 2019 yang
digelar di Kelurahan Paritlalang
mulai Rabu (4/12/2019). Pada
turnamen yang akan digelar
selama 15 hari ini diikuti
ratusan peserta.

“Alhamdulillah, untuk pe-
serta nya 256 grup. Ini luma-
yan banyak juga. Kita gak
nyangka aja sampai sebanyak
ini. Ya, syukurlah,” kata Molen
kepada wartawan, Jumat (6/
12/2019).

Untuk itu, dia memberikan
apresiasi atas digelarnya ke-
giatan yang dapat mening-
katkan silaturahmi antar-ma-
syarakat. “Sebetulnya ini untuk
menjalin silahturahmi kita agar
semakin erat dalam kekera-
batan sesama masyarakat, saya
setujunya disitu, ya salah satu-

nya melalui turnamen  gaple
ini,” ujar Molen.

Dia menyebutkan dengan
peserta mencapai ratusan, tur-
namen gaple ini merupakan
turnamen terbesar di Pang-
kalpinang. Dia menegaskan,
akan memberikan dukungan
penuh.

“Ini bagus sekali merupakan
hal yang positif. Alhamdulillah
juga dibantu sponsor dari pihak
Honda, saya rasa ini yang ter-
besar untuk di Pangkalpinang,”
ujarnya.

Orang nomor satu di Pang-
kalpinang ini  berharap untuk
ke depan penyelenggaraan
turnamen gaple tersebut bisa
digelar dengan lebih meriah lagi.

“Untuk tahun depan kalau
yang ini bagus, kawan - kawan
yang lain juga siap untuk men-
dukung dan mungkin akan kita
kembangkan lagi untuk hadiah-
nya, serta tambah baik lagi dari
yang sekarang,”  katanya.
(bum/10)
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Perlu Sinergitas Tekan
Angka Stunting

SUNGAILIAT- Stunting
yang merupakan bentuk

gagalnya pertumbuhan anak
akibat kekurangan gizi kronis,

terutama pada 1.000 hari
pertama kehidupan. Hal ini
dicirikan dengan tinggi badan
anak lebih pendek dari anak
seusianya.  Perlu adanya
sinergisitas semua lini guna
menekan kasus tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bangka
melakukan pendekatan multi-
sektor terhadap seluruh elemen
yang dinilai efektif dapat
memberikan edukasi terhadap
masyarakat.

Mewakili Bupati Bangka,
Staf Ahli Bupati Bangka Bidang
Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, H. Surtam  me-
ngatakan diperlukan konver-
gensi percepatan intervensi
secara terpadu dan menyasar
prioritas daerah lokus stunting.

“Untuk itu perlu adanya
konvergensi percepatan inter-
vensi secara terpadu menyasar
prioritas yang tinggal di desa,”
ujar Surtam di Ballroom ST12
Sungailiat, Jum’at (6/12/2019).

Di penghujung tahun 2019
ini, dirinya menegaskan lini
sektor terkait dapat fokus dalam
mengentaskan stunting di
Kabupaten Bangka. Sinergisitas
pemerintah daerah dengan

pemerintah pusat harus selalu
terjalin sehingga dapat
memberikan hasil positif bagi
turunnya angka stunting.

“Perlu saya sampaikan, masa-
lah stunting ini harus ditangani
segera dengan pendekatan
antara pemerintah daerah de-
ngan pemerintah pusat,”
tutupnya.

Acara pertemuan lintas sek-
tor dan program penurunan
stunting tersebut dihadiri per-
wakilan OPD Pemkab Bangka,
camat dan para kades se-
Kabupaten Bangka. (dinko-
minfotik)

Ketua Pelaksana Rapimda, Ardam bersama panitia Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) KNPI Bangka.(foto: istimewa)

KNPI Bangka Bersiap Gelar Musda
SUNGAILIAT- DPD Ko-

mite Nasional Pemuda Indo-
nesia (KNPI) Kabupaten Bang-
ka akan menggelar Rapat Pim-
pinan Daerah (Rapimda) jelang
pelaksanaan Musyawarah Dae-
rah (Musda) XV. Rapimda di-
jadwalkan dilaksanakan 14
Desember mendatang.

“Sesuai dengan aturan orga-
nisasi, sebelum dilaksanakan
musda terlebih dahulu digelar
rapimda. Nah kita akan melak-

sanakan rapimda pada 14 De-
sember 2019 yang rencananya
di salah satu hotel di Sungailiat,”
ungkap Ketua Pelaksana Ra-
pimda, Ardam, Jumat (6/12).

Dia mengatakan rapimda
tersebut diadakan untuk mem-
bahas kebutuhan musda ber-
dasarkan musyawarah mufa-
kat. “Tujuan rapimda ini tidak
lain untuk mengambil kepu-
tusan terkait apa-apa yang
menjadi keperluan saat musda

sesuai aturan organisasi, salah
satunya yakni menetapkan
peserta musda,” katanya.

Ardam juga mengajak Orga-
nisasi Kemasyarakatan Pemuda
(OKP) maupun peserta lainnya
untuk mendaftar terlebih dulu
di Gedung DPD KNPI Bangka.
“Bagi OKP dan peserta diluar
OKP pendaftaran peserta
rapimda dibuka mulai Sabtu ini
dan paling lambat Sabtu depan.
Kita buka dari jam sembilan

pagi sampai empat sore,”
terangnya.

Ardam juga mengatakan
undangan rapimda secara ter-
tulis akan dikirim oleh panitia
kepada para peserta, selain itu
pihaknya juga akan mengin-
formasikan melalui spanduk
dan berita.

“Kita dari panitia juga akan
mengirim undangan secara
tertulis kepada peserta rapimda.
Tidak hanya itu saja, untuk

informasi terkait kegiatan ra-
pimda ini akan kita sebar lewat
spanduk maupun pemberi-
taan,” tegasnya.

“Kami dari panitia pelak-
sanaan berharap peserta yang
ikut bisa maksimal agar apa
yang menjadi tujuan rapimda
bisa mufakat dan kami juga
mohon maaf atas segala keter-
batasan dalam menginformasi-
kan pelaksanaan rapimda ini,”
tutup Ardam.(mla/10)

DLH Siapkan Ratusan
Tempat Sampah di

Lokasi Strategis
SUNGAILIAT - Peme-

rintah Kabupaten Bangka me-
ngajak seluruh masyarakat di
daerah itu untuk berperan aktif
mempertahankan piala Adi-
pura yang sudah diraih dengan
meningkatkan kebersihan ling-
kungan.

“Masyarakat mempunyai
peranan penting dalam mem-
pertahankan piala Adipura
2019 dengan cara mening-
katkan kebersihan di ling-
kungannya,” kata Kepala Dinas
Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Bangka, Meina Lina
di Sungailiat, Rabu.

Menurutnya, peranan ma-
syarakat dalam turut andil
menjaga kebersihan lingkungan
menjadi penilaian tersendiri
oleh tim penilai Adipura.

Dikatakan, tim penilai Adi-
pura akan turun langsung ke
lapangan untuk mengetahui
kondisi kebersihan kota di-
sejumlah titik yang sudah
ditentukan.

“Tim penilai datang ke

lapangan tanpa sepengetahuan
pihak pemerintah daerah ter-
masuk lokasi atau titik penilaian
yang ditujunya,” ucapnya
menjelaskan.

Penilaian Adipura sekarang
ini kata dia, benar-benar se-
lektif menyesuaikan laporan
yang diterimanya dengan hasil
rill di lapangan.

Guna mendukung terwujud-
nya kota yang bersih dan tertib
kata Meina Lina, pihaknya telah
menyediakan ratusan tempat
sampah umum dibeberapa
tempat yang strategis.

“Saya minta masyarakat yang
membuang sampah hendaknya
pada tempat yang sudah disedia-
kan serta mudah dijangkau oleh
petugas kebersihan,” ujarnya.

Dikatakan, penerapan sanksi
denda atau kurungan sesuai
peraturan daerah bagi pem-
buang sampah sembarangan
diharapkan kedepannya mam-
pu mendorong masyarakat
lebih disiplin menjaga keber-
sihan. (antara)

Pemkab Bangka Lakukan
Penyusutan Arsip

SUNGAILIAT - Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bangka  melakukan
kegiatan penyusutan arsip guna
menertibkan dokumen admi-
nistrasi pemerintah daerah yang
sudah tidak terpakai.

Sekretaris Dinas Perpusta-
kaan dan Kearsipan Kabupaten
Bangka, Murmahudi di Su-
ngailiat, Jumat mengatakan
penyusutan arsip tersebut sesuai
dengan program tertib arsip
nasional yang dilakukan oleh
pemerintah pusat.

Dia mengatakan, kegiatan
penyusutan arsip melibatkan
tim penilai dari pemerintah
provinsi dan Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI)
serta tenaga ahli kearsipan. “Tim
penyusutan akan bekerja untuk
memilih dokumen administrasi

pemerintah masih layak
disimpan atau dimusnahkan,”
jelasnya.

Dikatakan, penyusutan arsip
dapat dilakukan dengan cara
pemusnahan sesuai jadwal re-
frensi arsip (JRA) atau penye-
rahan arsip untuk disimpan
kembali.

Sesuai peraturan pemerintah,
penyusutan arsip merupakan
kegiatan pengurangan jumlah
arsip dengan cara pemindahan
arsip inaktif dari unit pengolah
ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai
guna, dan penyerahan arsip statis
kepada lembaga kearsipan.

Dia mendorong agar pener-
tiban arsip dapat dilakukan
disemua instansi pemerintah
sampai ke tingkat kelurahan
dan desa.(antara)

Satpol PP Perketat
Pengawasan Penjualan

Gas Elpiji Bersubsidi
SUNGAILIAT - Satuan

Polisi Pamong Praja, Kabu-
paten Bangka  memperketat
pengawasan penjualan gas elpiji
bersubsidi atau kapasitas tiga
kilogram.

“Kami melakukan penga-
wasan gas elpiji bersubsidi ka-
rena ada dugaan dijual oleh
sejumlah pedagang di atas harga
eceren tertinggi,” kata Kabid
Penegak Perundang-undangan
Daerah Kabupaten Bangka,
Akhmad Suherman di Sungai-
liat, Jumat.

Dikatakan, pengawasan dila-
kukan langsung terjun ke lapa-
ngan baik ke tingkat pedagang
pengecer maupun pangkalan.

Menurutnya, harga eceran
gas elpiji kapasitas tiga kilogram
diketahui ada yang dijual
Rp18.000 per tabung bahkan
lebih, harga tersebut melebihi
harga ketetapan HET yang
hanya Rp15.000 per tabung gas
elpiji bersubsidi.

“Pangkalan gas elpiji ber-
subsidi sesuai ketentuan harus
dijual langsung ke masyarakat

bukan ke toko-toko penjual
eceran,” katanya.

Dia menegaskan, akan mela-
kukan tindakan hukum seperti
pencabutan izin resmi pang-
kalan gas subsidi jika diketahui
menyalahi ketentuan aturan
yang berlaku.

“Saya berharap terutama bagi
pangkalan gas elpiji bersubsidi
agar memantuhi ketentuan
penjualan yang sudah dite-
tapkan pemerintah,” jelasnya.

Dia melarang adanya spe-
kulan yang sengaja menimbun
gas bersubsidi hanya untuk
meraup keuntungan besar,
karena tindakannya itu
melanggar hukum.(antara)
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 Masih Sempatkan Hadir di Desa
Perlang

Melati Ngaku Dekat dengan
Ibu-ibu Bangka Tengah

DESA PERLANG - Dalam
padatnya aktivitas Melati Er-
zaldi sebagai Istri dan jabatan-
jabatan yang diembannya, Ia
masih menyempatkan untuk
hadir ke Desa Perlang Kabu-
paten Bangka Tengah dalam
rangka pelaksanaan Tabliq
Akbar, Rabu (04/12/2019) lalu.

Sosok Melati ternyata masih
melekat di hati masyarakat
Bangka Tengah, walaupun
sejak Erzaldi menjabat sebagai

Gubernur Babel dan harus
melepaskan jabatan sebelum-
nya sebagai Bupati Bangka
Tengah.

Bahkan masyarakat yang
hadir dalam Tabliq Akbar ini,
masih sangat antusias dan tam-
pak senang dengan kehadi-
rannya, sebab Melati masih
mengingat dan mengenal jelas
tiap Ibu-ibu yang menghampiri
sejak datang ke Masjid Raudatul
solihin hingga usai acara dan

kembali ke Pangkalpinang.
Alhamdulillah saya bisa

punya waktu untuk hadir hari
ini. Bagi saya, ini tidak hanya
moment menghadiri Tabliq
Akbar saja, tetapi juga moment
reuni bersama masyarakat
Bangka Tengah khususnya Desa
Perlang, ungkap Melati.

Melati mengaku,  secara
emosional dirinya memiliki
kedekatan dengan ibu-ibu dari
Bangka Tengah. Diceritakannya,
saat berpamitan untuk men-
dampingi Erzaldi mencalonkan
dan menjadi Gubernur terpilih,
tidak sedikit masyarakat Bangka

Tengah yang menangis. Mereka
nangis semua, mereka tidak mau
ditinggal, ceritanya saat diwa-
wancarai.

Saya segera siapkan waktu
untuk hadir dalam pertemuan
rutin ibu-ibu Majelis Taâ€™lim,
sebab sudah jarang sekali saya
bisa hadir dalam pertemuan
rutin mereka,â€  janjinya.

Usai mengikuti rangkaian
Tabliq Akbar, Melati sempat
menyampaikan pesan kepada
para Orang Tua, masyarakat
hingga tenaga pengajar, untuk
menanamkan kecintaan ke-
pada Rasullah SAW sebagai

bentuk cinta kepada Islam.
Khususnya dalam pendidi-

kan usia PAUD, ditegaskannya,
agar orang tua membimbing
masa perkembangan anaknya
dengan baik.

Saya berharap pendidikan
anak usia dini ini, sudah dija-
lankan secara masif, baik dari
sekolah atau orang tua dan
memasukkan unsur penguatan
pengetahuan agama islam. Saya
sebagai Bunda PAUD Babel,
punya target tahun depan,
bahwa peran Ayah akan sangat
dilibatkan,â€  imbuhnya. (rell/
kmf/3).

Diskominfo Babel Ikuti Bali ITT Expo
PANGKALPINANG -

Dinas Komunikasi dan Infor-
matika (Diskominfo) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
terus berupaya mempubli-
kasikan destinasi wisata dan
produk unggulan UMKM. Tak
hanya publikasi melalui media

website dan media sosial, sebab
promosi juga dilakukan dengan
mengikuti kegiatan Bali ITT
Expo 2019.

Kegiatan yang digelar di Level
21 Mall, Denpasar, Bali kali ini
mengundang perhatian pe-
ngunjung mall. Tak sedikit

pengunjung mall mendatangi
stand Provinsi Kepulauan Bang-
ka Belitung untuk menanyakan
sejumlah informasi terkait po-
tensi Bangka Belitung.

Sebagaimana diketahui, ba-
nyak barang bermerek dijual di
mall ini. Selain wisatawan lokal,

juga banyak wisatawan asing
hilir mudik di sekitar mall.
Sehingga lokasi ini menjadi
sangat tepat untuk memper-
kenalkan produk dan peluang
investasi daerah.

Kepala PMPTSP Provinsi
Bali, Dewa Putu Mantera

mengatakan, dengan adanya
kegiatan pameran seperti ini
diharapkan dapat menjadi ajang
promosi potensi wisata maupun
produk unggulan daerah. Selan-
jutnya bisa berdampak terhadap
pemerataan kunjungan wisata.

“Kegiatan ini jangan hanya
sekedar untuk tukar menukar
informasi. Lebih penting lagi
bagaimana ke depan produk
unggulan menjadi lebih dikenal,”
kata Mantera saat membuka Bali
ITT Expo 2019, di Level 21
Mall, Kamis (5/12/2019).

Peningkatan kualitas produk
perlu ditingkatkan. Ia me-
nambahkan, selain itu promosi
yang dilakukan harus terukur
dan terstruktur. Salah satu hal
penting membangun potensi
sektor pariwisata yakni, harus
bisa menciptakan kondisi aman
di daerah.

Namun, jika bicara mengenai
keamanan, mantera mene-
gaskan, kondisi di Bali saat ini,
sangat kondusif dan aman.
Diharapkan terus terjaga hingga
masa akan datang. Selama ini,
event apapun yang dilaksana-
kan di Bali selalu sukses. Walau-
pun kondisi Gunung Agung
erupsi, namun pelaksanaan
kegiatan lancar.

“Acara IMF di Bali juga
terselenggara dengan baik. Jadi
tidak keliru jika event seperti ini
digelar di Bali,” ungkap
Mantera.(rell/3).

Markus: Kami Apresiasi Masyarakat yang Sadar Bayar Pajak
MUNTOK - Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat, Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung menyatakan pendapatan
dari Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perdesaan dan Per-
kotaan (PBB-P2) pada tahun ini
mencapai Rp3,2 miliar.

“Kami berikan apresiasi po-
sitif kepada masyarakat yang
semakin sadar membayar pajak
dan partisipatif dalam men-
dukung proses pembangunan,
serta kegigihan para petugas
dalam mengumpulkan iuran
tersebut,” kata Bupati Bangka
Barat, Markus di Muntok,
belum lama ini.

Meskipun belum sesuai
target yang dicanangkan sejak
awal yaitu sebesar Rp3,5
miliar, namun pihaknya tetap
memberikan apresiasi kepada
masyarakat dan para petugas
yang telah ikut berpartisipasi
dalam menyukseskan pem-
bangunan.

Menurut dia, PBB-P2 sangat
berpotensi meningkatkan PAD
apabila aparatur pemerintahan
daerah dan masyarakat me-
ningkatkan kesadaran dalam hal
ketaatan membayar pajak.

“Terima kasih kepada ma-
syarakat yang telah memenuhi
kewajiban, secara khusus aparat
di tingkat desa dan kelurahan
yang telah bekerja keras se-
hingga target PBB dapat ter-
capai,” ucapnya.

Menurut dia, pendapatan
dari PBB-P2 masih bisa me-
ningkat jauh lebih besar apabila
semua pihak berkomitmen
melakukan upaya-upaya yang
nyata, antara lain dengan pe-

mutakhiran data.
“Kami sudah melakukannya

pada 2018 di Kecamatan Tem-
pilang dan 2019 di Kecamatan
Kelapa,” ujar dia.

Selain itu, pola pemberian
penghargaan kepada para ke-
pala desa dan lurah yang ber-
hasil memenuhi target pene-
rimaan PBB-P2 per 30 Sep-
tember 2019.

“Penghargaan diberikan ke-

pada 29 kepala desa yang sukses
dalam pencapaian realisasi
target, semoga menjadi motivasi
bagi desa-desa lain,” tambah
Markus.

Penghargaan kepada 29 ke-
pala desa tersebut berupa pia-
gam dan uang pembinaan se-
besar 20 persen dari target
penerimaan buku DHKP 1,2,3
per 30 September 2019 ditam-
bah enam desa yang mamapu

memenuhi target per 26
November 2019, yaitu Desa
Jebus, Ranggi Asam, Mislak,
Buyan Kelumbi, Pelangas dan
Air Nyatoh.

Penghargaan berupa uang
pembinaan sebesar 20 persen

dari target penerimaan buku
DHKP 1,2,3 pada 2019 akan
disetor oleh kepala desa melalui
kepala urusan keuangan desa
ke rekening kas desa dan
diperhitungkan pada ABPDes.
(ant/3).

Bupati Markus memberikan penghargaan kepada kepala desa yang berhasil memenuhi target PBB-P2. (foto: ant).

Seorang Pedagang sedang asil panen durian di salah satu kebun
masyarakat Desa Tanjung Binga, Belitung.(foto: ant).

Belitung Kemas Musim
Duren jadi Paket Wisata

Tim Diskominfo Provinsi Bangka Belitung memperlihatkan produk unggulan UMKM Babel yang turut dipromosikan di Bali ITT Expo 2019. (foto:
istimewa).

BELITUNG - Pemerintah Kabu-
paten Belitung, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, mengemas musim
panen durian menjadi paket wisata
bagi para pelancong yang datang
ke daerah berjuluk Negeri Laskar
Pelangi tersebut.

“Konsep ini sebenarnya bukan
direncanakan jauh hari tetapi kami
melihat musim panen durian tahun
ini melimpah,” ujar W akil Bupati
Belitung, Isyak Meirobie di Tanjung
Pandan, kemarin.

Menurut dia, wisatawan bisa
menikmati durian sepuasnya lang-
sung dari kebun, dengan harga
murah meriah.

“Nanti kami lihat apabila ada
kebun yang bagus untuk wisa-
tawan makan dan kebun ma-

syarakat lainnya yang bagus akan
kami iklankan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, durian asli
Belitung tidak kalah lezatnya
dengan durian daerah lainnya
seperti durian musangking dari
negeri jiran Malaysia.

“Durian Belitung itu tidak kalah
enaknya dengan Musangking. Jadi
festival ini tidak setiap waktu hanya
setahun dua kali ketika musim
durian,” katanya.

Dikatakan Isyak , festival ini
akan menarik wisatawan untuk
datang ke Belitung ketika musim
hujan, dimana mereka tidak bisa
berkun jung ke pulau-pulau.
“Belitung perlu melahirkan banyak
event untuk wisatawan,” katanya.
(ant/3).

Syahbudin Ingatkan
Masyarakat Ancaman Banjir

SUNGAILIAT - W akil Bupati
Bangka, Provinsi Kepulauan Bang-
ka Belitung, Syahbudin mengi-
ngatkan masyarakat di wilayah
kerjanya untuk mewaspadai terja-
dinya ancaman banjir memasuki
mesim penghujan.

“Terutama masyarakat yang
tinggal di dekat bantaran aliran air
agar tetap mewaspadai banj ir
dengan cara tidak membuang
sampah sembarangan,” katanya di
Sungailiat, kemarin.

Dikatakan, saluran air harus
benar-benar bersih dari tumpukan
sampah sehingga air yang mengalir
ke hilir dapat mengalir lancar.

“Masyarakat yang tinggal dekat
bantaran aliran  air dapat ber-
gotong royong membersihkan
saluran air dari tumpukan sam-
pah,” ucapnya.

enurutnya, terjadinya banjir pada
saat musim penghujan disuatu
tempat dapat disebabkan oleh
tumpukan sampah di saluran air
yang menghambat aliran air.

Untuk mengantisipasi terjadinya
banjir, kata dia, pemerintah daerah
telah melakukan berbagai kegiatan
pembangunan saluran air di dae-
rah rawan banjir seperti pemba-
ngunan dan pembersihan sungai
di Parit Pekir, Sungailiat.

Masyarakat mulai sekarang
harus mulai menanamkan sema-
ngat kebersamaan atau gotong
royong untuk kepentingan ling-
kungan, ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat
mempunyai peran penting dalam
menjaga kelestarian lingkungan dari
segala bentuk ancaman kerusa-
kan.(ant/3).
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Hari ini, Pemprov Gelar Jalan
Santai Berhadiah Umroh

 Di GOR Sahabuddin Pangkalpinang
PANGKALPINANG - Da-

lam rangka Peringatan Hari Ibu
(PHI) ke-91, Sabtu (7/12/2019)
pagi ini, Pemerintah Provinsi Ke-
pulauan Bangka Belitung akan
menyelenggarakan Gerak Jalan
Sehat di Gor Sahabuddin Pang-
kalpinang mulai pukul 06.00
WIB dengan tema “Perempuan
Berdaya, Indonesia Maju”.

Kegiatan gerak jalan santai ini
gratis tanpa dipungut biaya dan
kupon undian akan dibagikan
pada hari pelaksanaan dengan
Hadiah utama untuk undian
kupon jalan sehat ini yaitu 1
buah voucher umroh, 16 sepe-
da, mesin cuci, kompor gas,  air
conditioner, dispenser, magic
com, 20 voucher nonton ba-
reng film Martabak Bangka dan
ratusan hadiah menarik lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Kependudukan Penca-
tatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
(DP3ACSKB) Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung Susanti
mengajak agar seluruh ma-
syarakat dapat bersama ang-
gota keluarga ikut memeriah-
kan kegiatan ini.

Secara umum, kegiatan ini
bertujuan untuk membang-
kitkan kepedulian masyarakat
dengan perspektif “Perempuan
Berdaya” yang dapat dicapai
dan dilakukan oleh setiap pe-
rempuan sebagai bentuk ke-
setaraan dalam peran guna
mewujudkan harmoni antara
laki-laki dan perempuan.

Kegiatan ini juga diramaikan

dengan pelayanan kesehatan
dan KB secara gratis yang
bekerjasama antar Pemerintah
Kabupaten Bangka, Peme-
rintah Kota Pangkalpinang dan
BKKBN Kantor Perwakilan
Bangka Belitung.

Selain itu, juga akan ada bazar/
gelar dagang yang melibatkan
kurang lebih enam belas peserta
dari berbagai macam usaha
dagang masyarakat dan setelah
Gerak Jalan Sehat juga akan
dilakukan senam sajojo dan
senam bedincak bersama de-
ngan seluruh peserta.

Pelaksanaan Gerak Jalan Sehat
DP3ACSKB juga bersinergi de-
ngan seluruh OPD di lingkungan
Pemprov Bangka Belitung, Ke-
polisian, PKK Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung, Pemkab
Bangka,  Pemkot Pangkalpinang
serta media massa. (rell/3)

FKUB Bangka Barat Belajar Toleransi ke Singkawang

Dekranasda Babel Miliki Target
Besar Terkait Produk Kerajinan

PANGKALPINANG - De-
kranasda Babel, dibawah ke-
pengurusan Ibu Melati Erzaldi
selama perjalanan kepemim-
pinannya mulai 2017 hingga
akhir 2019 ini memiliki target
besar terkait produk kerajinan
Babel, makanan khas hingga
pengenalan cual sebagai produk
tenun asal Bangka.

Selama tahun 2019 ini, se-
tidaknya 7 dari 8 program kerja
Dekranasda selesai diawal De-
sember 2019. Tersisa satu ke-
giatan yang akan dilaksanakan
di akhir Desember, yaitu Pem-
binaan Pengrajin Tenun Cual
serta Pelatihan Kerajinan ini.

Dalam rapat yang dilaksa-
nakan di ruang pertemuan Kan-
tor TP-PKK Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada Jumat (06/
12/2019), Melati sebagai Ketua

Dekranasda Babel memimpin
rapat yang juga membahas enam
program kerja tahun 2020, yang
mengacu pada hasil Rakernas
Dekranas 2019 lalu.  “Saya bilang
ini rapat evaluasi Program Kerja
Dekranasda Babel selama tahun
2019,” ungkapnya.

Akhir 2019, menurutnya,
banyak yang harus dievaluasi,
mulai dari kegiatan hingga
kepengurusan. Selain itu Ibu
Melati ingin kegiatan yang
sudah direncanakan di tahun ini
bisa teralisasi ditahun depan.
“Selain evaluasi, kita juga akan
membahas rencana kerja De-
kranasda 2020,” tambahnya.

Beberapa hal yang menjadi
target kerja Dekranasda ke
depan, diantaranya pengelolaan
website. Penegasan pengelolaan
hingga kontennya yang tidak

hanya pemberitaan, tetapi men-
jadi wadah penjualan.

Hal lainnya adalah penge-
nalan keberadaan Cual yang
saat ini, bahkan menggunakan
tehnik olah kain pun mulai
diterapkan di Babel.

“Melalui Dekranasda, seha-
rusnya membawa unsur cual
dalam tiap kegiatannya,” ujar-
nya, sembari berjarap agar ma-
syarakat luas mulai dapat mem-
bedakan antara batik dan cual.

Disinggung tentang kerajinan
atau kriya asal Babel yang juga
menjadi warisan budaya Babel,
katanya, harus terus didorong
peningkatan produksinya. “Ki-
ta terus dorong produk-produk
ramah lingkungan, seperti
daun lais yang bisa digunakan
sebagai pengganti plastik be-
lanja,” tegasnya. (rell/3)

Tim Yankestrad Dinkes Yakin Dapat
Kembangkan Pemanfaatan Toga

Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Yusrizal.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati
menjelaskan bahwa pada tahun 2017,  Kelompok Turi
Putih Desa Kebonagung mendapatkan peringkat satu
terbaik nasional Pemanfaatan Toga dan Akupresur
Tahun 2018 Kategori  Kawasan Pedesaan.

Di tahun 2018, Blitar masih bertahan dengan
kategori dan peringkat yang sama, tapi melalui
Kelompok Bersemi Desa Genengan.

“Salah satu keberuntungan kami adalah kepedulian
masyarakat mengenai pemanfaatan toga ini sudah
sangat tinggi. Ada lomba ataupun tidak ada lomba,
pemanfaatan toga ini sudah berjalan sangat baik.
Dengan adanya pembinaan dari dinas kesehatan,
khususnya melalui puskesmas, pengelolaan menjadi
lebih baik dan teratur, terutama dari segi administrasi,”
paparnya. Untuk program kegiatan pelayanan
kesehatan tradisonal, tambah Christine, pihaknya
berupaya untuk menciptakan inovasi yang dapat
melibatkan kelompok asman.

“Setiap Jumat, tersedia stand minuman toga
(stamiga) di salah satu sudut kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar, yang dapat dikonsumsi setiap
pegawai dan tamu yang datang. Ditambah lagi dengan
jumat Pekan pertama di alun-alun saat senam bersama
yang diadakan Pemerintah Kabupaten Blitar. Minuman
stamina ini terbuat dari racikan aneka toga dan
merupakan produksi dari asman yang sudah
ditentukan,” ungkap dia.

Sementara Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Siwi
Lestari menjelaskan, secara nomenklatur seksi
pelayanan kesehatan tradisional mulai terbentuk pada
awal 2017. “Sebelumnya pelayanan kesehatan tra-
disional memang ada di bidang pelayanan kesehatan,
tetapi bukan berada di seksi tersendiri,” lanjutnya.

“Untuk menggiatkan pelaksanaan toga di masyarakat,
kami melakukan mulai dari sosialisasi ke setiap Pus-
kesmas. Kami mengupayakan keberadaan fasilitator
di setiap Puskesmas, mulai dari pelatihan Yankestrad
hingga evaluasinya. Selanjutnya, para fasilitator yang
bergerak ke desa untuk pembentukan kelompok asman.
Blitar memiliki 24 puskesmas di 22 kecamatan, yang
terdiri atas 248 desa. Kami menargetkan setiap desa
memiliki kelompok asman,” jelas Siwi.

Salah satu pengurus Asman Bersemi Desa
Genengan, Ariagung,  mengatakan,  peran tim PKK
dalam mendukung pengelolaan asman sangat besar.
“Kebun toga Bersemi sebenarnya merupakan
pengelolaan kebun PKK, yang diserahterimakan
kepada kelompok asman Bersemi. Dengan pembinaan
dari fasilitator, pengelolaan kebun toga kami lebih
terarah,” lanjutnya.

Dengan terpilihnya Asman Bersemi menjadi
peringkat terbaik nasional, tambah Ari, pihaknya
berkeinginin untuk memperluas pengelolaan menjadi
profesional. “Asman kami sudah memproduksi pangan
yang dijual dan diakui secara internasional, salah
satunya jantung pisang kepok yang dijadikan dendeng
siap makan,” pungkasnya. (rell/kmf/3)

PANGKALPINANG - Tim Yankestrad Dinas
Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yakin dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mengembangkan pemanfaatan toga
dan akupresur. Bertolak ke Desa Genengan Asuhan
Mandiri Bersemi ke Kabupaten Blitar Provinsi Jawa
Timur, tim menerima masukan dan saran yang dapat
diimplementasikan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. (28/11/2019).

Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Tradisional – Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yusrizal
menjelaskan,  pengembangan toga dan akupresur di
Bangka Belitung sudah baik.

“Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang sudah
diraih. Pada tahun 2017, Kota Pangkalpinang
mendapatkan peringkat III nasioanal dalam lomba
Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tahun 2018 Kategori
Kawasan Perkotaan. Untuk tahun 2018, Desa Pongok
Kabupaten Bangka Selatan meraih peringkat III nasional
untuk kategori Daerah Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan Terluar,” jelasnya.

Berdasarkan hal ini, lanjut Yusrizal, peluang
berkembangnya pemanfaatan toga di Provinsi kepulauan
Bangka Belitung sejatinya menjadi lebih besar lagi. “Pihak
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia me-
rekomendasikan Kabupaten Blitar sebagai objek dalam
studi komparasi kami mengingat kelompok asman (red.
Asuhan Mandiri) merupakan langganan peringkat
pertama terbaik tingkat nasional,” tambahnya.

“Banyak hal yang ingin kami gali, mulai dari
pengelolaan kelompok asman hingga keberlan-
jutannya. Semoga kami dapat mengadopsi pola
pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan
bentuk dukungan yang diberikan kepada asman terkait
sehingga nantinya dapat kami laksanakan di Provinsi

Tim Yankestrad Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung saat berkunjung ke Griya Inovasi
Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. (foto: istimewa)

MUNTOK - Forum Keru-
kunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Bangka Barat, Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Be-
litung belajar membumikan
sikap toleransi ke Kota Sing-
kawang, Kalimantan Barat.

“Kami berharap pertemuan
dengan para tokoh agama,
tokoh masyarakat dan Wali
Kota Singkawang ini bisa me-
nambah wawasan para peng-
urus FKUB dan MUI Kabu-
paten Bangka Barat dan bisa
diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari,” kata Bupati Bang-
ka Barat Markus saat dihu-
bungi dari Muntok, Jumat (6/
12/2019).

Menurut dia, Kota Singka-

wang merupakan daerah paling
toleran di Indonesia sehingga
cocok untuk dijadikan tempat
belajar, berdiskusi dan bertukar
pengalaman pola membumi-
kan dan memperkuat toleransi
yang selama ini sudah ter-
pelihara baik di “Bumi Sejiran
Setason”.

Bupati Markus dalam kun-
jungannya ke Singkawang di-
dampingi para pejabat di ling-
kungan Pemkab Bangka Ba-
rat, antara lain Kabag Kesra,
para camat, Kepala Badan
Kesbangpol, pengurus FKUB
dan MUI yang diterima lang-
sung Wali Kota Singkawang
Tjhai Chui Mie, sejumlah
pejabat di lingkungan Pemkot

Singkawang, perwakilan Ke-
menag, MUI dan pengurus
FKUB setempat.

Menurut Markus, Kota Sing-
kawang berpenduduk hete-
rogen dan Pemerintah Kota
setempat berhasil dalam me-
ngelola keberagaman agama
sebagai wujud toleransi dengan
cukup baik.

“Masyarakat Singkawang
cukup heterogen yang secara
kultur dan karakteristik tak jauh
berbeda dengan Bangka Barat,”
ujarnya.

Berdasarkan informasi Wali
Kota, di Singkawang selama ini
belum ditemukan penolakan
eksistensi terhadap identitas
yang berbeda, seluruh warga

berbaur tanpa membedakan
identitas kesukuan, agama dan
antargolongan.

“Pola bermasyarakat yang
harmonis, menjaga kebersa-
maan, kerukunan dan toleransi
sejati yang ingin kita gaungkan
terus di Bangka Barat,” ung-
kapnya.

Menurut dia, dalam berma-
syarakat, warga di daerah itu
saling menghormati dan me-
nyadari perlunya saling men-
dukung serta mengutamakan
kerja sama sehingga bisa men-
dukung berbagai program
pembangunan yang dilakukan
pemerintah dan masyarakat di
daerah yang memiliki 16 suku
tersebut. (ant/3)

Korem 045/Garuda Jaya Simulasi
Penanganan Bencana Alam

PANGKALPINANG - Ko-
mando Resor Militer 045/Ga-
ruda Jaya Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menggelar si-
mulasi penanganan dan penang-
gulangan bencana alam guna
meningkatkan keterampilan
personel sewaktu dibutuhkan.

“Simulasi ini cukup bermanfaat
dan akan terus kami lakukan
secara berkala agar para personel
semakin terampil dan siap sewak-
tu-waktu diterjunkan ke lokasi
bencana,” kata Kepala Seksi Ope-
rasional Korem 045/Gaya, Mayor
Arh Rimba Anwar di Pangkal-
pinang, Jumat (6/12/2019).

Kegiatan simulasi dan pela-
tihan penanggulangan bencana
alam yang digelar di Taman
Mandara Pangkalpinang ter-
sebut bertujuan untuk melatih
kemampuan prajurit, khusus-
nya dalam memberi bantuan
kepada warga yang menjadi
korban bencana sekaligus me-
lakukan kerja sama dengan para
petugas pemerintah daerah yang
diterjunkan di lokasi bencana.

“Latihan ini memang sengaja
kami laksanakan untuk me-
ningkatkan sinergi antara Ko-
rem dengan pemerintah se-
tempat apabila terjadi bencana

di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung,” ujarnya.

Selain menggelar simulasi,
latihan tersebut juga dilengkapi
dengan pemberian materi la-
tihan evakuasi, penyelamatan
serta mengembalikan situasi dan
kondisi masyarakat yang terkena
musibah karena bencana alam.

Peran TNI dalam penang-
gulangan bencana sudah diatur
dalam Undang-Undang No-
mor 34 Tahun 2004 mengenai
perbantuan TNI kepada pe-
merintah daerah.

“Dalam aturan itu disebut-
kan, TNI ikut membantu pe-

merintah daerah apabila ter-
jadi bencana alam, dalam hal
ini kita wajib memberi bantuan
apabila diperlukan pemerintah
daerah,” jelasnya.

Mengenai perlengkapan
khusus yang diperlukan apabila
ada bencana, pihaknya akan
berkoordinasi dulu dengan
pihak SAR dan BPBD, sedang-
kan masalah tim medis, akan
berkoordinasi dengan Dinas
Sosial dan Dinas Kesehatan.

TNI tidak bisa berdiri sendiri
apabila terjadi bencana alam,
untuk itu pihaknya akan terus
berkoordinasi dan bersinergi
dengan instansi pemerintah
setempat.

“Kami berharap rangkaian
pelatihan penanggulangan ben-
cana alam ini akan semakin
memperkuat kemampuan, ke-
terampilan dan koordinasi
sewaktu-waktu terjadi ben-
cana, namun kita tetap berdoa
agar tidak terjadi bencana,”
ungkapnya.

Pengawas Latihan dari Ko-
dam II Sriwijaya, Letkol Kav
Joko Sunarto mengatakan pela-
tihan penanggulangan bencana
alam yang dilaksanakan Korem
045/Gaya sudah sesuai dengan
prosedur dan berjalan baik.

“Saya pribadi sudah melihat
yang dilaksanakan mulai dari si-
mulasi penyelamatan sampai de-
ngan evakuasi termasuk penyiap-
an logistik, semuanya berjalan
dengan baik, pola koordinasi dan
sinergisitas Korem 045/Gaya
dengan pemerintah juga berjalan
lancar dan saling mendukung,”
imbuhnya. (ant/3)

Anggota Korem 045/Gaya saat melakukan simulasi penyelamatan korban bencana banjir di Taman Mandara
Pangkalpinang, Jumat (6/12/2019). (foto: ant)

KE HUTAN PELAWAN - Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat mendampingi sejumlah Dirjen dan Staf Ahli Menteri Kabinet Indonesia Maju
berkunjung ke Hutan Pelawan, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. (foto: ist/dok. hmsprov)
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Pemerintah Siapkan Opsi
Tangani Persoalan Jiwasraya

JAKARTA - Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) me-
nyatakan pemerintah sudah
memiliki sejumlah opsi untuk
menangani masalah kekurang-
an modal PT Asuransi Jiwa-
sraya, selain opsi pembentukan
anak usaha PT Jiwasraya Putra.

Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Kemenkeu Isa Rach-
matarwata di Jakarta, Jumat (6/
12), mengatakan opsi yang
disiapkan pemerintah bersifat
business to business. Dengan
begitu, dia memastikan tidak
ada opsi suntikan modal dari
negara melalui Penyertaan
Modal Negara (PMN) kepada
Jiwasraya pada 2020.

“Ada beberapa opsi lainnya
pasti, tidak hanya itu (pemben-
tukan anak usaha),” ujar Isa.

Isa memastikan tidak akan
ada PMN untuk Jiwasraya pa-
da 2020. Namun, dia enggan
menjelaskan lebih jauh menge-
nai opsi lain yang disiapkan
pemerintah untuk menye-

hatkan Jiwasraya, selain pem-
bentukan anak usaha Jiwasraya
Putra.

“Itu ranahnya Kementerian
BUMN,” ujar dia.

Disinggung mengenai opsi
lainnya apakah terkait pem-
bentukan holding asuransi atau
penerbitan obligasi subordinasi
atau mandatory convertible
bond (MCB), Isa juga enggan
berkomentar lebih jauh.

Isa menjelaskan antara Ke-
menkeu dan Kementerian
BUMN terus berkoordinasi
untuk menyelesaikan masalah
Jiwasraya. Pemerintah juga
mematangkan opsi penyehatan
salah satu perusahaan asuransi
jiwa tertua itu dengan hasil
koordinasi bersama Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

Masalah Jiwasraya bermula
ketika perusahaan menunda
pembayaran klaim produk
asuransi Saving Plan sebesar
Rp802 miliar pada Oktober
2018. Produk ini disalurkan

melalui beberapa bank seperti
PT Bank Tabungan Negara
Tbk (BTN), PT Bank ANZ
Indonesia, PT Bank QNB Indo-
nesia Tbk, PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk (BRI), PT Bank
KEB Hana, PT Bank Victoria
Tbk, dan PT Bank Standard
Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar
kala itu, Jiwasraya menyatakan
pemenuhan pendanaan untuk
pembayaran masih diproses.
Perusahaan pun menawarkan
pemegang polis untuk mem-
perpanjang jatuh tempo (roll
over) hingga satu tahun beri-
kutnya.

Selang setahun, masalah ber-
tambah. Jiwasraya menyam-
paikan kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) bahwa
perusahaan butuh dana
Rp32,98 triliun. Ini demi mem-
perbaiki permodalan sesuai
ketentuan minimal yang diatur
OJK atau Risk based Capital
(RBC) 120 persen. (ant)

OJK: Program OJIR
Bantu Masyarakat

Lepas Jeratan Rentenir
MALANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Malang

menyatakan bahwa Program Ojo Percoyo Karo rentenir (OJIR) yang
digagas Pemerintah Kota Malang, mampu membantu masyarakat untuk
lepas dari jeratan hutang kepada rentenir.

Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengatakan bahwa, Pro-
gram OJIR yang berupa pemberian akses pinjaman tanpa bunga dan
jaminan tersebut, diperuntukkan khusus bagi masyarakat Kota
Malang, yang terlilit hutang kepada rentenir.

“Program ini bisa membantu masyarakat untuk memulai kembali
usaha mereka, yang mungkin terganggu karena hasil usaha habis
untuk membayar hutang kepada rentenir,” kata Sugiarto, dalam
sambutannya pada Peluncuran Program OJIR, di Kota Malang, Jawa
Timur, Jumat (6/12).

Sugiarto menjelaskan, diluncurkannya Program OJIR tersebut untuk
menjawab kegelisahan warga Kota Malang yang terjerat lilitan hutang
kepada rentenir, dengan bunga tinggi. Akses permodalan itu, akan
dipergunakan untuk melunasi hutang ke rentenir, dan menambah
modal usaha.

Menurut Sugiarto, Program OJIR tersebut dinilai mampu memberikan
kemudahan dan kepastian pada pembiayaan, karena diberikan tanpa
adanya bunga maupun agunan. Program yang digagas Wali Kota
Malang Sutiaji tersebut, diharapkan bisa dipergunakan sesuai tujuan,
dan bukan untuk tujuan konsumtif.

“Oleh karena itu, pembiayaan ini dipergunakan untuk melunasi
hutang kepada rentenir, dan sisanya dipergunakan untuk modal
usaha,” kata Sugiarto.

Sugiarto mengingatkan, nantinya, setelah pembiayaan tersebut
disalurkan kepada masyarakat, diharapkan tidak akan ada lagi warga
Kota Malang yang meminjam uang kepada rentenir. Sehingga, usaha
masyarakat tersebut bisa berjalan dalam kondisi sehat secara
finansial.

“Jangan sampai ada masyarakat yang sudah lepas dari jeratan
rentenir, kemudian meminjam lagi kepada rentenir. Cukup satu kali
saja. Tidak ada kata dua kali,” kata Sugiarto.

Sumber pembiayaan Program OJIR tersebut bersumber dari Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera, yang merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menggandeng Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang.

Peranan Baznas dalam Program OJIR tersebut adalah memberikan
pembiayaan terhadap biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh
BPR Tugu Artha Sejahtera, sehingga masyarakat bisa mendapatkan
pelayanan yang prima.

Plafon yang diberikan dalam Program OJIR tersebut berkisar
Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000, dengan tenor maksimal 24 bulan.
Pinjaman tersebut, hanya dikhususkan bagi pelaku usaha mikro, yang
terjerat lilitan hutang dari rentenir.

Program OJIR tersebut juga tidak memerlukan jaminan, sehingga
proses verifikasi akan dilakukan dengan ketat untuk menghindari
kredit macet. Pelaku usaha mikro yang bisa mengajukan pinjaman
tersebut, juga harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota
Malang. (ant)

Cadangan Devisa
November 2019 Stabil

JAKARTA - Posisi cadangan
devisa Indonesia tercatat 126,6
miliar dolar AS pada akhir
November 2019, tidak banyak
berubah dibandingkan dengan
posisi pada akhir Oktober 2019
sebesar 126,7 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa ter-
sebut setara dengan pembiayaan
7,5 bulan impor atau 7,2 bulan
impor dan pembayaran utang
luar negeri pemerintah, serta
berada di atas standar kecu-
kupan internasional sekitar 3
bulan impor, kata Direktur
Departemen Komunikasi Bank
Indonesia (BI) Junanto Her-
diawan dalam keterangannya di
Jakarta, Jumat (6/12).

Junanto menjelaskan, BI me-
nilai cadangan devisa tersebut
mampu mendukung ketahanan
sektor eksternal serta menjaga
stabilitas makroekonomi dan
sistem keuangan.

Perkembangan cadangan
devisa pada November 2019
terutama dipengaruhi oleh
penerimaan devisa migas, pe-
nerimaan valas lainnya, dan
pengeluaran untuk pemba-
yaran utang luar negeri Pe-
merintah.

“Ke depan, BI memandang
cadangan devisa tetap memadai
dengan didukung stabilitas dan
prospek ekonomi yang tetap
baik,” kata Junanto. (ant)

Fuad Rizal Resmi
Plt Dirut Garuda
JAKARTA - Dewan

Komisaris Garuda Indonesia
pada Jumat, telah menyam-
paikan Surat Keputusan (SK)
Dewan Komisaris No.
DEKOM/SKEP/011/2019 5
Desember 2019 yang mene-
tapkan Fuad Rizal sebagai Plt.
Direktur Utama Garuda Indo-
nesia di samping melaksanakan
tugasnya sebagai Direktur Ke-
uangan dan Manajemen Risiko,
menyusul pencopotan Ari As-
khara dari jabatan Direktur
Utama Garuda Indonesia yang
berlaku sejak 5 Desember 2019.

Vice President Corporate
Communications Garuda Indo-
nesia Ikhsan Rosan dalam kete-
rangannya di Jakarta, Jumat (6/
12), mengatakan penetapan
Fuad Rizal Sebagai Plt. Direktur
Utama Garuda Indonesia akan
berlaku hingga dilaksanakan-
nya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Garuda Indonesia dalam waktu
dekat.

Plt. Direktur Utama memas-
tikan bahwa kegiatan bisnis dan
operasional akan tetap berjalan
sesuai dengan rencana kerja
perseroan.

Selanjutnya Garuda Indo-
nesia akan melaksanakan hal-
hal terkait dengan pelaksanaan

RUPSLB sesuai dengan ke-
tentuan anggaran dasar dan
peraturan terkait lainnya.

“Pada kesempatan ini, Ga-
ruda Indonesia turut mene-
gaskan bahwa perseroan akan
melakukan evaluasi secara
berkesinambungan dalam pro-
ses bisnis yang berjalan serta
berkomitmen untuk terus me-
ngedepankan dan melaksa-
nakan prinsip tata kelola per-
usahaan yang baik dengan me-
matuhi aturan yang berlaku,”
kata Ikhsan.

Pernyataan tersebut menyusul
keputusan Menteri BUMN
Erick Thohir yang member-
hentikan Direktur Utama
Garuda terkait kasus motor
Harley dan Sepeda Brompton
yang diduga diselundupkan me-
lalui pesawat baru Airbus A330-
900 seri Neo.

Berdasarkan hasil penelusuran
di pasaran, perkiraan nilai motor
Harley Davidson tersebut
berkisar antara Rp200 juta
sampai dengan Rp800 juta per
unitnya , sedangkan nilai dari
sepeda Brompton berkisar antara
Rp50juta hingga Rp60juta per
unitnya. Sehingga perkiraan total
kerugian negara berkisar antara
Rp532 juta sampai dengan Rp1,5
miliar. (ant)

Balitbangtan Optimistis RI Bisa Kembali Ekspor Cabai

Pupuk Indonesia Raih Dua Penghargaan ASEAN Risk Award
JAKARTA - PT Pupuk

Indonesia (Persero) meraih dua
penghargaan dalam ajang
ASEAN Risk Award 2019 yakni
runner up kategori “ASEAN
GRC Award” dan runner up
kategori “Public Initiative”.

Penghargaan tersebut dite-
rima Direktur SDM dan Tata
Kelola Pupuk Indonesia Wi-
nardi dalam acara yang digelar
di Bali, Kamis (5/12/2019).

“Industri pupuk saat ini te-
ngah menghadapi berbagai
tantangan baik dari internal
maupun eksternal perusahaan.
Untuk mampu menghadapi
tantangan tersebut, penting bagi
kami menjalankan aktivitas
bisnis yang didukung oleh ma-

najemen risiko, pengendalian
internal, serta menjalankan
prinsip-prinsip GCG secara
konsisten,” katanya dalam siar-
an pers di Jakarta, Jumat (6/12).

Penghargaan ASEAN GRC
Award merupakan pengakuan
kepada organisasi yang dinilai
telah memiliki kemampuan
dalam mengintegrasikan tata
kelola yang baik, manajemen
risiko, dan kepatuhan dalam
organisasinya.

Sementara penghargaan Pu-
blic Initiative diberikan kepada
organisasi yang dinilai telah
menunjukkan keberhasilan
dalam mengembangkan pro-
duk atau inovasi sektor publik,
yang berfokus untuk mem-

bantu warga negara menjalani
kehidupan yang lebih baik.

Pupuk Indonesia, menurut
Winardi, telah menerapkan
sejumlah program manajemen
yang terintegrasi, baik penge-
lolaan risiko, kepatuhan, anti-
fraud, serta antipenyuapan.

Selain itu, perusahaan pelat
merah itu juga telah mengem-
bangkan inisiatif meningkatkan
pelayanannya kepada publik
melalui penerapan aplikasi
terintegrasi sejak dari produsen,
distributor, hingga kios, serta
mendukung penerapan kartu
tani.

Pada Oktober lalu, Pupuk
Indonesia juga telah menerima
secara resmi Sertifikat Sistem

Manajemen Anti Penyuapan
SNI ISO 37001:2016.

Sertifikat tersebut diharapkan
mendorong perusahaan mampu
mencegah dan mengendalikan
risiko fraud yang mungkin terjadi,
serta menindaklanjuti setiap
tindakan fraud di perusahaan.

Tidak hanya itu, Pupuk In-
donesia juga menggandeng
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam rangka mengga-
lakkan kampanye budaya anti-
gratifikasi di lingkungan per-
usahaan dan anak perusahaan.

Selain bertujuan untuk me-
ningkatkan pengelolaan Pupuk
Indonesia menjadi BUMN
yang bersih dan berintegritas,
internalisasi budaya antikorupsi

ini juga merupakan salah satu
wujud implementasi atas Surat
Edaran Menteri Badan Usaha
Milik Negara Republik Indo-
nesia Nomor: SE-2/MBU/07/
2019 tanggal 29 Juli 2019 ten-
tang Pengelolaan BUMN yang
Bersih melalui Implementasi
Pencegahan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme dan Penangan-
an Benturan Kepentingan serta
Penguatan Pengawasan Intern.

“Ke depan kami akan terus
menggalakkan inovasi di ber-
bagai bidang, termasuk mana-
jemen risiko dan penguatan
fungsi sebagai BUMN pupuk
yang mendukung penuh pro-
gram ketahanan pangan,” ujar
Winardi. (ant)

SUKABUMI - Badan
Penelitian dan Pengembangan
Pertanian (Balitbangtan) Ke-
menterian Pertanian RI opti-
mistis Indonesia bisa kembali
ekspor cabai merah pada tahun
depan atau 2020 karena ting-
ginya produksi komoditas itu.

“Indonesia saat ini sudah surplus
cabai dengan rincian kebutuh-
annya hanya 800 ribu ton/tahun

namun, produksinya mencapai 2
juta ton/tahun. Selisih tersebut atau
sekitar 1,2 juta ton merupakan
surplus sehingga, kita bisa ekspor
lagi cabai,” kata Plt Sekretaris Balit-
bangtan Kementan RI Hardi-
yanto kepada Antara di Suka-
bumi, Jumat (6/12).

Menurutnya, meskipun ca-
bai sudah surplus tetapi, harga-
nya selalu berfluktuasi. Tidak

stabilnya harga ini bukan dika-
renakan kekurangan perse-
diaan tetapi, dipengaruhi musim
tanam sehingga, pada musim
kemarau terjadi panen raya
harganya menjadi murah tapi
saat musim hujan harganya
melonjak karena minim lahan
pertanian cabai yang penen.

Selain itu, panen yang tidak
serempak atau berfluktuasi di

setiap daerahnya yang juga memi-
cu ketidak stabilan harga terka-
dang harganya anjlok dan tiba-tiba
tinggi. Maka dari itu, pihaknya
mengubah pola tanam ini diha-
rapkan bisa menstabilkan harga.

Tujuan utamanya agar harga
di masyarakat terjangkau dan
petani pun mendapatkan ke-
untungan karena, jika produksi
menumpuk di satu musim di-
pastikan harga cabai akan sangat
murah atau anjlok imbasnya
keuntungan petani sangat sedikit
dan ada juga yang merugi.

“Upaya kami dalam meng-
ubah pola tanam petani cabai
salah satunya melalui program
Produksi Lipat Ganda (Proliga).
Dengan menggunakan tekno-
logi mulai dari olah tanah,
penyemaian, tanam hingga
panen produksi cabai bisa ter-
jaga,” tambahnya.

Hardiyanto mengatakan pi-
haknya gencar meluncurkan
program Proliga di sentra-sentra
pertanian dan Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Sukabumi,

Jabar yang menjadi lokasi
intervensi program tersebut
tujuannya untuk menerapkan
teknologi kepada petani untuk
meningkatkan produksi cabai.

Dengan program ini yang
biasanya dalam satu hektare
hanya menghasilkan sekitar 10
ton tetapi, dengan diterapkannya
Proliga maka hasilnya bisa dua
kali lipat atau sekitar 20 ton.

Tidak hanya itu, petani pun
dilatih untuk membuat pupuk
nabati dan mengkonversikan
kebutuhan pupuk agar dalam
penggunaannya tepat atau tidak
berlebihan, kemudian juga
mendapatkan ilmu bagaimana
mencegah dan mengantisipasi
serangan hama dan virus yang
bisa merusak tanaman cabai.

Melihat keberhasilan pro-
gram tersebut maka pihaknya
yakni dan tahun depan Indo-
nesia harus kembali ekspor
cabai ke sejumlah negara baik
Asia maupun Eropa dan tentu-
nya harus bisa memenuhi per-
mintaan pasar. (ant)
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Pemisahan Jadwal Pemilu Serentak
Lebih Manusiawi Bagi Pemilih

JAKARTA - Direktur
Eksekutif Lembaga Survei In-
donesia Dodi Ambardi me-
ngatakan pemisahan waktu
penyelenggaraan pemilu se-
rentak nasional dengan daerah
merupakan pilihan yang lebih
manusiawi bagi pemilih.

“Lima atau enam surat suara
dalam satu pemilihan sangat
membebani pemilih, pemilih
terbebani memisahkan, me-
ngetahui atau membandingkan
siapa kandidat atau partai yang
memiliki kebijakan terbaik,”
kata Dodi Ambardi di Jakarta,

Kamis (5/12).
Kalau terlalu banyak pemilu

yang diserentakkan, misalnya
seperti Pemilu 2019 dengan
lima pemilihan, yakni presiden,
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD tingkat kabupaten/kota,
kata dia, membuat masyarakat
gagal mencerna informasi setiap
pemilihan, baik soal tahapan,
kandidat maupun parpolnya.

“Akhirnya karena beban
jumlah informasi yang dikum-
pulkan oleh pemilih terlalu
banyak, membuat mereka jadi
tidak peduli dengan program

kebijakan apa yang ditawar-
kan,” kata dia.

Hal tersebut tentunya juga
membuka ruang bagi masya-
rakat malah lebih memen-
tingkan politik uang yang di-
janjikan atau diberikan kan-
didat daripada harus repot
menelaah informasi yang jum-
lahnya begitu besar.

“Terlalu rumit bagi pemilih,
untuk satu pemilu saja, misalnya
DPR itu jumlah kandidatnya
sudah begitu banyak, akhirnya
membuat pemilih tidak peduli
terhadap informasi kandidat,,”

ucapnya.
Oleh karena itu, sekali ge-

laran pemilu serentak seha-
rusnya, menurut dia, cukup
dibatasi tiga macam pemilu saja
dengan jumlah surat suara yang
harus dicoblos maksimalnya
juga tiga surat suara.

“Skemanya ya pemisahan
pemilu serentak nasional dan
daerah, pemilu yang diseren-
takkan jadi tiga di nasional yaitu
presiden, DPR, dan DPD, serta
tiga daerah yaitu Pilkada, DPRD
Provinsi, dan DPRD tingkat
kabupaten kota,” ujarnya. (ant)

LEBAK - Dosen Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa (Un-
tirta) Serang Harist Hijrah
mengatakan wacana penam-
bahan masa jabatan presiden
selama tiga periode berpeluang
untuk melakukan kejahatan
korupsi.

“Pemimpin absolut dengan
kekuasaan terlalu lama sangat
tidak baik dan berpotensi mela-
kukan korupsi. Itu terbukti di
negara yang kekuasaanya ter-
lalu lama,” kata Harist saat
dihubungi di Lebak, Banten,
Jumat (6/12).

Menurut dia, penambahan
masa jabatan presiden selama tiga
periode tentu harus diaman-
demen terlebih dahulu UUD
1945 yang mengatur masa ja-
batan presiden dan wakil presiden

sebelumnya dua periode.
Untuk mengubah masa ja-

batan presiden itu dipastikan
perjalanannya cukup panjang
dan harus dilihat bagaimana
falsafah ideologi juga filosofinya.

Karena itu, pihaknya tidak
setuju jika masa jabatan pre-
siden tiga periode juga sangat
bertolak belakang dengan spirit
reformasi.

“Kita laksanakan saja sema-
ngat reformasi dengan masa
jabatan presiden dua periode
sesuai aturan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 itu,” katanya.

Harist yang juga dosen Se-
kolah Tinggi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (STISIP) Setia
Budhi Rangkasbitung menga-
takan kekuasaan terlalu lama
dipastikan ada kecenderungan

untuk melakukan kejahatan
korupsi.

Jabatan presiden dan wapres
itu tetap dipilih langsung oleh
masyarakat dan masa jabatan
cukup dua periode.

Sebab, jabatan presiden dan
wapres selama dua periode juga
merupakan esensi reformasi
dan demokrasi sehingga setiap
orang berhak menjadi pemim-
pin, katanya.

Ia juga mengatakan, wacana
jabatan presiden tiga periode,
karena pemimpin di Indonesia
jika berganti pemimpin selalu
berubah arah kebijakan.

Padahal, kebijakan pemimpin
itu harus konsisten menjalankan
“blue print” yang sudah di-
agendakan arah strategi pem-
bangunan nasional juga pola

perencanaan jangka panjang.
Presiden harus konsisten

melaksanakan pembangunan
dan perencanaan jangka pan-
jang dan jika periode lima tahun
terfokus pada pembangunan
infrastuktur maka tahun beri-
kutnya menjalankan pemba-
ngunan program sumber daya
manusia (SDM).

Sebetulnya, ujar dia, arah
pembangunan nasional itu su-
dah jelas bertujuan untuk me-
ningkatkan kesejahteraan rak-
yat menjadi lebih baik di ber-
bagai bagai bidang.

“Kami melihat MPR yang
mewacanakan presiden tiga
periode itu akibat ketidak-
puasan pembangunan karena
ganti pemimpin maka ganti pula
kebijakan,” katanya. (ant)

Penambahan Presiden Tiga Periode
Berpeluang Korupsi

MALANG - Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) menyatakan bahwa
Pancasila yang merupakan
ideologi Indonesia, dinilai mam-
pu memperkuat hak asasi ma-
nusia (HAM).

Staf Khusus Dewan Pengarah
Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila Antonius Benny Su-
setyo mengatakan bahwa nilai-
nilai yang terkandung dalam
Pancasila, tidak ada satu pun
yang bertentangan dengan HAM.

“Nilai-nilai Pancasila tidak ada
yang bertentangan dengan HAM.
Justru yang ada nilai Pancasila itu
menguatkan HAM,” kata Benny,

dalam keterangan tertulis yang
diterima, di Kota Malang, Jawa
Timur, Jumat (6/12).

Benny hadir dalam Seminar
Nasional dengan Tema De-
bating the Future of Human
Rights, pada pagelaran Festival
Akademik Peringatan Hari
HAM se-Dunia ke-71, yang
diselenggarakan Universitas
Brawijaya bekerja sama dengan
Pusat Pengembangan HAM
dan Demokrasi.

Benny menambahkan, salah
satu ancaman HAM yang saat
ini terjadi adalah efek negatif
dari kemajuan teknologi yang
disalahgunakan tanpa ada lite-

rasi yang cukup.Hal tersebut
menimbulkan hoaks yang ber-
dampak pada perpecahan dan
penindasan martabat manusia.

“Kemajuan teknologi dan
penggunaan sosial media yang
salah, karena kurangnya literasi
dan edukasi masyarakat me-
nimbulkan perpecahan dan
penghancuran martabat ma-
nusia,” ujar Benny.

Benny mengatakan, sesung-
guhnya martabat kemanusiaan
itu tidak bisa direduksi seiring
dengan kemajuan zaman.

“Martabat manusia itu adalah
hal yang mendarah daging sejak
lahir dan tidak bisa direduksi

oleh kemajuan zaman karena
sudah mendarah daging,” kata
Benny.

Selain itu, menurut Benny,
masyarakat Indonesia juga
harus ingat bahwa kemerde-
kaan bangsa Indonesia tidak
terlepas dari dukungan negara-
negara lain. Sehingga masya-
rakat juga harus bisa menerima
segala perbedaan dan kema-
juan zaman sekarang.

“Harus diingat bahwa kita
harus menerima perbedaan dan
perkembangan zaman. Karena
bangsa Indonesia bisa merdeka
tidak terlepas dari dukungan
negara-negara lain,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Do-
sen Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Bra-
wijaya Arief Setiawan menga-
takan bahwa saat ini, perma-
salahan terkait HAM global
semakin beragam, salah satunya
dikarenakan adanya krisis pe-
ngungsi.

“Masalah global yang berhu-
bungan dengan HAM adalah
krisis pengungsi, politik poli-
tisme, ekstrimisme, politik
identitas, dan neoriberalisme,”
tutur Arief. (ant)

BPIP Sebut Pancasila Perkuat HAM

F-PPP Usulkan Enam Poin
Revisi UU Pemilu

JAKARTA - Sekretaris
Fraksi PPP DPR RI Ahmad
Baidowi mengatakan fraksinya
mengusulkan enam poin revisi
UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Pe-
milu), salah satunya memi-
sahkan pelaksanaan pemilu
presiden (pilpres) dan pemilu
legislatif (pileg).

“Pemisahan pileg dan pilpres
namun harus menyesuaikan
dengan Putusan MK. Terlebih
saat ini ada yang mengajukan
‘judicial review’ kepada MK
terkait ketentuan tersebut,” kata
Baidowi di Jakarta, Jumat (6/12).

Dia menjelaskan, usulan pe-
misahan pelaksanaan pileg-
pilpres karena kendala di la-

pangan sangat
kompleks ketika
keduanya di-
satukan.

Menurut dia,
ketika pileg-
pilpres disatukan
pada tahun 2019,
pelaksanaannya
hingga dini hari
atau melewati
tanggal 17 April
sehingga mem-
buat penye-
l e n g g a r a
kecapaian.

“Selain itu
gaung pileg kalah

dengan pilpres sehingga kam-
panye yang dilakukan caleg
tidak maksimal,” ujarnya.

Poin kedua, menurut dia,
perlu pengaturan keserentakan
masa jabatan KPUD agar tidak
mengganggu tahapan pemilu.

Dia mencontohkan bagi
KPUD yang masa jabatannya
habis pada bulan yang sama
dengan pemungutan suara, atau
satu bulan atau dua bulan pasca-
pemungutan suara, maka masa
jabatan diperpanjang hingga
proses sengketa hasil pemilu di
MK selesai.

“Hal ini agar nanti kalau ada
sengketa yang menghadapi
adalah KPUD yang lama,” ka-
tanya.

Poin ketiga, menurut dia,
ambang batas pengajuan calon
presiden atau “presidential
threshold” disamakan dengan
ambang batas parlemen atau
“parliamentary threshold”.

Usulan tersebut, menurut dia,
untuk memberikan alternatif
bagi rakyat menentukan pi-
lihan.

“Kalau calonnya banyak
maka pilihan semakin variatif,”
katanya.

Dia menjelaskan poin ke-
empat usulan dalam revisi UU
Pemilu adalah metode peng-
hitungan suara menggunakan
“quota hare”.

Poin kelima, limitasi sengketa
proses di Bawaslu, tidak ada lagi
sengketa setelah rekapitulasi
nasional ditetapkan; dan poin
keenam, dana saksi disubsidi
negara secara proporsional.

Menurut dia, enam poin
tersebut merupakan hasil in-
ventarisasi yang dilakukan
Fraksi PPP DPR RI dan apabila
ada kemungkinan tambahan
poin, akan disampaikan dalam
usulan yang diajukan fraksi.

Sebelumnya, Badan Legislasi
DPR RI menetapkan 50 RUU
yang masuk dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas)
Prioritas 2020, salah satunya
revisi UU Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu. (ant)

JAKARTA - Ketua Umum
DPP Partai Gerindra Prabowo
Subianto menunjuk lima orang
sebagai juru bicara khusus par-
tai, yaitu Ahmad Muzani, Sufmi
Dasco Ahmad, Sugiono, Habi-
burokhman, dan Ahmad Riza
Patria.

“Untuk memudahkan rekan-
rekan media mendapatkan
informasi sikap resmi Partai
Gerindra maka Prabowo telah
menunjuk jubir, yaitu Ahmad
Muzani, Sufmi Dasco Ahmad,
Sugiono, Habiburokhman, dan
A Riza Patria,” kata Sufmi Dasco
di Jakarta, Jumat (6/12).

Dasco mengatakan, penun-
jukan jubir tersebut akan di-
evaluasi secara berkala oleh
Prabowo dan bisa berkurang,

Prabowo Tunjuk Lima Jubir Khusus

bertambah atau berubah jika
diperlukan.

Menurut dia, Gerindra se-
bagai salah satu partai pendu-
kung pemerintah, partainya
ingin para kader Gerindra tetap

fokus bekerja di bidang masing-
masing.

“Hal itu untuk memastikan
suksesnya program-program
kerakyatan pemerintahan Jo-
kowi-Ma’ruf,” ujarnya. (ant)

Lodewijk Paulus Kembali
Jabat Sekjen Golkar

JAKARTA - Politisi Golkar
Lodewijk Paulus kembali di-
tunjuk Ketua Umum Golkar
Airlangga Hartarto untuk men-
jabat sebagai sekretaris jenderal
partai beringin periode 2019-
2024.

Hal itu disampaikan Airlang-
ga dalam pidato penutupan
Munas X Golkar di Jakarta,
Kamis (5/12) malam.

“Selain tim formatur yang

telah diumumkan, saya juga
akan dibantu oleh kader Golkar
yang tidak pernah meminta apa-
apa yaitu Sekjen Lodewijk
Paulus,” kata Airlangga di Ja-
karta.

Airlangga juga meng-
umumkan empat posisi Ketua
Dewan Golkar yaitu Aburizal
Bakrie sebagai Ketua Dewan
Pembina, Akbar Tandjung
sebagai Ketua Dewan Kehor-

matan, Agung Laksono sebagai
Ketua Dewan Pakar, dan Mo-
hammad Hatta sebagai Ketua
Dewan Etik.

Dia mengatakan dengan de-
mikian maka Golkar secara
organisasi dapat langsung be-
kerja setelah Munas berakhir
dan segera menyiapkan
struktur DPP Partai Golkar
untuk lima tahun mendatang.
(ant)
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Strategi Bangsa Tingkatkan
Daya Saing Zamrud Khatulistiwa

negeri yang memiliki kewenangan
untuk memungut, menyetor, serta
melaporkan kepada otoritas per-
pajakan di Indonesia.

Untuk pengenaan pajak peng-
hasilan mau pun pajak transaksi
elektronik yang dilakukan oleh
subjek pajak luar negeri tersebut
diatur sebagai badan usaha tetap.
"Jadi walau pun mereka tidak ada
di sini, namun karena kegiatannya
menghasilkan nilai ekonomi itulah
yang diatur sebagai basis untuk
perpajakannya. Dan dalam hal ini
akan diatur dalam peraturan pe-
merintah," ujar Sri Mulyani.

Selain itu dalam omnibus law
perpajakan juga mengatur me-
ngenai tarif Pajak Penghasilan
Badan. PPh Badan akan diturunkan
dari 25 persen menjadi 22 persen,
dan 20 persen. Untuk 22 persen
pada periode 2021-2022, se-
mentara untuk periode 2023 di-
turunkan menjadi 20 persen.

Pemerintah pun berencana
menurunkan pajak badan yang go
public dengan pengurangan tarif
PPh 3 persen di bawah ketentuan
tersebut. Sri menyebut akan mem-
buat pembebasan tarif PPh dividen
dalam negeri. "Dalam hal ini dividen
yang diterima oleh wajib pajak
badan mau pun orang pribadi akan
dibebaskan dan nanti akan diatur
lebih lanjut dalam peraturan pe-
merintah," ujarnya menjelaskan.

Kelompok kedua dalam draf
Rancangan Undang-Undang
(RUU) Ketentuan dan Fasilitas
Perpajakan untuk Penguatan Per-
ekonomian yakni akan menyesuai-
kan tarif PPh Pasal 26 atas bunga.

Selama ini tarif PPh Pasal 26
atas penghasilan bunga dari dalam
negeri yang diterima subjek pajak
luar negeri dapat diturunkan lebih
rendah dari tarif pajak 20 persen.

Pengaturan sistem teritori juga
akan diregulasi untuk penghasilan
yang diperoleh dari luar negeri, yaitu

nikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
di Sentul International Convention
Center, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Oleh karena itu, salah satu upaya
konkret yang dilakukan yakni "men-
sinkronisasi" sebanyak 74 undang-
undang, baik regulasi di tingkat pusat
hingga daerah, menjadi satu regulasi
melalui omnibus law. Dengan omni-
bus law diyakini akan ada per-
ubahan besar atas kecepatan dan
efektifitas bagi iklim investasi.

Omnibus Law Perpajakan
Dalam rapat terbatas pada Jumat

(22/11/2019), Jokowi menekankan
kepada menteri-menteri terkait
untuk reformasi perpajakan yang
bisa segera dilakukan dalam meng-
antisipasi perlambatan ekonomi
global dan mengoptimalisasi daya
saing ekonomi. "Saya minta refor-
masi perpajakan di Ditjen Pajak
harus dilanjutkan mulai dari per-
baikan administrasi, peningkatan
kepatuhan, dan sistem informasi
perpajakan," ujar Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengatakan pemerintah telah
membahas draf mengenai Ran-
cangan Undang-Undang (RUU)
Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan
untuk Penguatan Perekonomian
dalam skema omnibus law, salah
satu kelompok yang dibahas yakni
bidang pemajakan perdagangan
sistem elektronik atau e-commerce.
"Di dalam RUU ini kita akan me-
nyampaikan bahwa subjek pajak
luar negeri, kalau kita lihat seperti
Netflix dan lain-lain yang selama ini
subjek pajak luar negeri, dapat
memungut dan menyetor dan
melaporkan PPn-nya," tutur Menteri
Keuangan dalam jumpa pers usai
rapat bersama Presiden.

Bagi badan usaha tertentu yang
tidak berada di Indonesia, namun
beraktivitas dan menghasilkan pen-
dapatan di Tanah Air, maka mereka
tetap bisa menjadi subjek pajak luar

karena sebanyak 33 perusahaan
asing yang hengkang dari Tiongkok,
tidak satu pun "nyantol" di Indo-
nesia. "Itu saya kira ini menjadi
catatan besar bagi kita. Sampai
saat ini saya masih sering mene-
rima keluhan para investor yang
menghadapi kendala-kendala kare-
na regulasi, perizinan berinvestasi
di negara kita yang betul-betul
prosedural, terlalu banyak aturan,
terlalu banyak undang-undangnya,
berbelit-belit, bukan hanya sulit
diprediksi tapi juga terlalu banyak
diskresi-diskresi yang dilakukan
kementerian sehingga selalu ber-
ubah-ubah," ungkap Jokowi.

Perbaikan menyeluruh atas
ekosistem investasi mulai dari
regulasi, perizinan, insentif per-
pajakan, reformasi agraria hingga
bidang ketenagakerjaan dan ke-
amanan diperlukan untuk mem-
perkuat ekonomi bangsa.

Pemerintah pun menyusun stra-
tegi. Satu demi satu permasalahan
diminta Jokowi untuk diinvetarisasi
oleh seluruh kementerian.

Apa yang ingin dilakukan Jokowi
terangkum dalam beberapa arah-
annya yakni terkait penciptaan
lapangan kerja dengan mem-
perbaiki ik lim investasi, serta
perizinan dan regulasi sehingga
tidak saling bertentangan.

Jokowi mengarahkan kepada para
kepala daerah maupun kementerian
dan lembaga, jika ada investasi yang
berorientasi untuk ekspor maka
harus diberi keutamaan. "Nggak
usah ditanya-tanya. Urusan ke-
amanan back up dari Polres, Polda.
Agar muncul cipta lapangan kerja
yang kita inginkan. Atau ada investor
datang ingin bangun pabrik industri
substitusi impor, juga tutup mata,
tanda tangan secepat-cepatnya,
nggak usah ditanya," kata Jokowi
saat Peresmian Pembukaan Rapat
Koordinasi Nasional Indonesia Maju
Pemerintah Pusat dan Forum Komu-

wajib pajak yang penghasilannya
berasal dari luar negeri baik dalam
bentuk dividen mau pun penghasilan
setelah pajak dari badan usaha
tetapnya di luar negeri.

"Dividen tersebut tidak dikenakan
pajak di Indonesia apabila dia
diinvestasikan di Indonesia dan
berasal dari perusahaan baik yang
'listed' maupun 'non-listed'," ujar
Menkeu. Kemudian dual resident
atau warga negara asing yang
tinggal di Indonesia menjadi subjek
pajak atas PPh dari penghasilannya
yang berasal dari Indonesia.

Untuk subjek pajak orang pribadi
atau WNI yang tinggal di luar negeri
lebih dari 183 hari dapat dikecualikan
sebagai subjek pajak dalam negeri
jika memenuhi sejumlah persyaratan
dan bisa dianggap sebagai subjek
pajak luar negeri. Pajak Penghasilan
(PPh) yang dikenakan adalah atas
penghasilan yang berasal dari
Indonesia dengan mekanisme pe-
motongan PPh Pasal 26.

Pendapatan yang berasal dari
luar teritori Indonesia menjadi
subjek pajak luar negeri. "Bagian
lain dari RUU ini juga mengatur
mengenai hak untuk mengkreditkan
pajak masukan terutama bagi
pengusaha kena pajak. Ini terutama
pengusaha kena pajak yang mem-
peroleh barang atau jasa, namun
dari pihak yang bukan pengusaha
kena pajak. Selama ini mereka tidak
bisa melakukan pengkreditan,"
tutur Sri Mulyani menjelaskan.

Pemerintah mengusulkan peng-
usaha bisa mengkreditkan pajak
masukan maksimal 80 persen.

Menurut Sri, regulasi itu adalah
insentif baru dan diharap memberi
kemudahan kepada pengusaha
yang selama ini membeli barang
atau jasa dari perusahaan yang
belum kena pajak. Tujuan dari
omnibus law perpajakan adalah
memberi landasan hukum yang
lebih tegas dan kuat sehingga

pelaksanaan kebijakan dalam per-
pajakan dapat mendorong pem-
bangunan ekonomi.

Pemerintah akan merumuskan
draf final omnibus law perpajakan
serta melakukan harmonisasi kepa-
da Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita harap untuk bisa mendapat
surat presiden untuk disampaikan
ke DPR dalam waktu yang segera.
Kita harapkan pada Desember
sudah bisa kita sampaikan ke DPR
sehingga bisa dibahas secara
prioritas," ujar Sri Mulyani.

Diperlukan kesadaran politis
yang sama dari para wakil rakyat
dalam memuluskan upaya eksekutif
meningkatkan daya saing bangsa
sehingga penciptaan lapangan
kerja dan keunggulan ekonomi
dapat tercapai melalui omnibus law.

Omnibus law mengenai per-
pajakan itu diharapkan dapat
semakin memberi "karpet merah"
kepada para pebisnis lokal dan
internasional di Indonesia.

Selain memiliki kekuatan pasar
sekitar 260 juta penduduk, Indo-
nesia akan meraih bonus demografi
usia produktif pada 2030-2040.
Maka "Zamrud Khatulistiwa" dinilai
semakin menarik minat pebisnis.

Hal itu akan diperkuat oleh
pembangunan infrastruktur yang
terus dilakukan baik di Pulau Jawa
mau pun seluruh daerah-daerah di
luar Pulau Jawa.

Pembangunan tersebut diharap
dapat menumbuhkan pusat-pusat
ekonomi baru yang dirasa Presiden
sudah terlalu padat di Pulau Jawa
dan pastinya merupakan imple-
mentasi konkret dari sila Ke-5
Pancasila, Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia. Pem-
bangunan perekonomian juga me-
merlukan kondisi politik dan ke-
amanan yang selalu kondusif, serta
dibutuhkan kerja keras seluruh anak
bangsa untuk menjaga Persatuan
Indonesia. (ANTARANEWS)

Asia mau pun AS dan Tiongkok
sendiri. Imbasnya kepada Indonesia
yakni harga komoditas andalan
Indonesia seperti minyak sawit,
batu bara, tembaga yang juga
menurun.

Lalu pada sisi lainnya yakni
terbukanya peluang dagang dari
Tanah Air ke AS untuk menggantikan
produk yang sebelumnya berawal
dari Tiongkok. "Perang dagang
antara AS dengan China juga
membuat nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS nisbi aman," tambah
Sugeng pada Jumat (28/6/2019).

Selain itu, keluarnya industri dari
“Negeri Tirai Bambu” tentu saja
memberi peluang tersendiri bagi
Tanah Air untuk dapat menariknya
ke Indonesia. Sayangnya, ke-
sempatan itu belum dimanfaatkan
dengan baik oleh Indonesia. Atau
bisa jadi, investor maupun dunia
usaha asing masih ragu masuk ke
negeri "Zamrud Khatulistiwa" ini.

Dalam rapat terbatas pada Rabu
(11/9/2019), Presiden Joko Widodo
mengutarakan kekecewaannya

P
ERTUMBUHAN eko-
nomi Indonesia pada
2018 yang berada
pada 5,17 persen
patut disyukuri oleh
masyarakat Indo-
nesia ditengah pe-
nurunan ekonomi
global. Perang da-

gang yang terjadi antara Amerika
Serikat dengan Tiongkok juga
menjadi tantangan bangsa ini.

AS yang merasa tersaingi akibat
banyaknya impor barang dari
Tiongkok memasang tarif bea
masuk tinggi guna mengambil
keuntungan dan melindungi produk
dalam Negeri Paman Sam.

Perang dagang antara AS de-
ngan Tiongkok dapat memberi dua
sisi dampak kepada perekonomian
Tanah Air. Seperti dikatakan Deputi
Gubernur Bank Indonesia, Sugeng,
di satu sisi perang dagang tersebut
memberikan efek penurunan vo-
lume perdagangan dunia, terbukti
dari menurunnya pertumbuhan
ekonomi di kawasan Eropa dan

Oleh: Bayu Prasetyo

Mengurai Simpul Kerumitan Pemilu Serentak dari Jumlah Partai

tidak dapat diterima karena dokumennya
tidak lengkap.

Partai yang lengkap itu adalah Pe-
rindo, Hanura, Nasdem, Berkarya, PAN,
PDIP, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP,
PKB, Demokrat dan Garuda.

PBB dan PKPI yang saat itu dinyata-
kan tidak lengkap melaporkan upaya
pelanggaran administrasi kepada Ba-
waslu RI. Bawaslu kemudian mere-
komendasikan KPU untuk menerima
pendaftaran partai politik itu.

Proses selanjutnya adalah verifikasi
administrasi. Dalam verifikasi ini tidak ada
satu pun partai politik nasional yang
memenuhi syarat administrasi, kemudian
diberikan waktu untuk melakukan per-
baikan. Setelah perbaikan, berdasarkan
penelitian, KPU kemudian menyatakan
terdapat 16 partai politik yang memenuhi
syarat administrasi dan berhak me-
lanjutkan tahap verifikasi faktual.

Partai Garuda dan Berkarya yang saat
itu tidak lolos mengajukan sengketa ke
Bawaslu dan kemudian keduanya di-
nyatakan lolos tahap selanjutnya.

Untuk verifikasi faktual, awalnya KPU
mengambil kebijakan untuk partai lama
yang sudah pernah diverifikasi, verifikasi
faktual hanya dilakukan di daerah
otonomi baru saja.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11
Januari 2018 menyatakan tidak ada
perbedaan persyaratan untuk partai
lama mau pun partai baru semua harus
diverifikasi faktual ulang. Berkaitan
dengan pelaksanaan verifikasi faktual
tindak lanjut dari putusan Mahkamah
tersebut, terdapat 16 partai politik
nasional yang menjalani verifikasi faktual

Namun, yang terjadi pada 2019,
peserta pemilu justru bertambah.

Pada Pemilu 2014, hanya 10 partai
politik nasional yang lolos verifikasi, yakni
PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra), Partai Demokrat, Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan
Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Sedangkan pada Pemilu 2019, ada 16
partai politik nasional yang lolos verifikasi.
Selain partai pada Pemilu 2014, ber-
tambah Partai Garuda, Partai Berkarya,
Partai Perindo, Partai Solidaritas Indo-
nesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB)
serta Partai Keadilan dan Persatuan In-
donesia (PKPI).

Saldi Isra mengatakan apabila partai
politik bertambah banyak, calonnya pun
bertambah banyak, pekerjaan petugas
mengisi lembaran formulir lebih banyak
pula. Padahal, desain pemilu serentak
selain untuk mengefektifkan sistem
presidensial juga agar jumlah partai lebih
sedikit. "Jangan-jangan problemnya di
situ," ucap Saldi Isra.

Perjalanan Verifikasi Partai Politik
Dalam sidang selanjutnya kemudian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diwakili
komisioner, Hasyim Asy'ari menjelaskan
proses verifikasi partai politik peserta
Pemilu 2019 hingga berjumlah 16.

Saat pendaftaran dibuka, sebanyak 27
partai politik mendaftar ke KPU sebagai
peserta pemilu. Sebanyak 14 partai politik
diterima pendaftarannya karena doku-
mennya lengkap, sisanya, 13 partai politik

USAI pelaksanaan Pemilu Serentak
2019 yang disebut-sebut merupakan
pemilu paling rumit sedunia menimbulkan
tragedi kemanusiaan, sejumlah pihak
memikirkan perlu dilakukan perubahan.

Termasuk di antaranya Arjuna Pe-
mantau Pemilu serta Pena Pemantau
Pemilu yang berdomisili di Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah. Mereka kemudian
menggugat Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke
Mahkamah Konstitusi.

Pemantau pemilu itu mengaku meng-
alami kerugian konstitusional dengan
dilakukannya pemilu lima kotak pada
2019. Kerugian itu antara lain dalam
melakukan pengawasan pemilu harus
bekerja dalam tekanan tinggi terhadap
kesehatan fisik dan psikis tanpa jaminan
kesehatan.

Pemohon dalam permohonannya
menekankan, secara filosofis, penye-
lenggaraan pemilu seharusnya menjadi
sarana rakyat untuk mewujudkan ke-
daulatan yang bermuara tercapainya
cita-cita yang termaktub pada pem-
bukaan UUD NRI 1945, bukan se-
baliknya, rakyat untuk pemilu.

Dalam sidang, salah satu pokok
bahasan yang diperdalam oleh majelis
hakim Mahkamah Konstitusi adalah
banyaknya jumlah partai politik peserta
Pemilu Serentak 2019, padahal Mah-
kamah Konstitusi pernah memutus
verifikasi partai politik peserta pemilu
diperketat sampai kecamatan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan
apabila putusan tentang verifikasi peserta
pemilu dijalankan, diyakini tidak akan
terjadi penambahan jumlah partai atau
bahkan jumlahnya berkurang.

dengan hasil 14 partai politik nasional
dinyatakan memenuhi syarat dan dua
partai politik nasional, yakni PBB dan
PKPI, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

PBB dan PKPI kembali berupaya
mengajukan sengketa ke Bawaslu.
Permohonan PBB dikabulkan dan
dianggap memenuhi syarat menjadi
peserta pemilu, sedangkan permohonan
PKPI ditolak. PKPI tidak berhenti dengan
keputusan Bawaslu itu dan menggugat
ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta. Pada akhirnya gugatan PKPI
dikabulkan PTUN dan KPU menyatakan
partai itu sebagai peserta Pemilu 2019.

Verifikasi Dinilai Longgar
Soal verifikasi partai politik yang

dilakukan KPU pada 2019, peneliti se-
nior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syam-
suddin Haris yang dihadirkan dalam
persidangan sebagai ahli, menilai me-
kanisme verifikasi yang berlangsung
untuk Pemilu 2019 lebih longgar diban-
dingkan pemilu sebelumnya.

"Walau pun mungkin ini juga bukan
kesalahan KPU, tetapi kesalahan pem-
bentuk undang-undang juga, baik pihak
DPR mau pun pihak pemerintah," tutur
Syamsuddin. Verifikasi faktual dengan
membiarkan partai politik menentukan
sampelnya sendiri, dikatakannya tidak
akan menghasilkan verifikasi yang akurat.

Selain itu, juga tidak menghasilkan
partai politik yang sungguh-sungguh
layak untuk mengikuti pemilu seperti yang
ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu.

Ada pun untuk partai-partai politik baru,
ia berpendapat sebaiknya tidak langsung
ikut pemilu serentak nasional, melainkan

Oleh: Dyah Dwi Astuti

untuk uji coba, mengikuti kontestasi di
DPRD dengan skala yang lebih kecil.

Apabila dalam kontestasi di DPRD lolos
dan memenuhi syarat untuk ikut kontestasi
pada level nasional, baru dibolehkan
untuk ikut pemilu pada level nasional.

"Saya pikir kalau skema pemilu pada
akhirnya menuju ke sana, pilihan ini mau-
tidak mau mesti dilakukan. Supaya apa?
Supaya partai-partai politik baru itu belajar
juga, tidak langsung meloncat ikut pemilu
nasional dengan merebut kursi di DPR
pusat," ucap Syamsuddin. Sementara
saat memberikan keterangan, anggota
Komisi III DPR RI Arteria Dahlan
menyebut terdapat masalah efektivitas
serta keterbatasan waktu dalam verifikasi
faktual partai politik sehingga DPR ingin
hanya partai baru yang diverifikasi.

"Kemarin pembentuk undang-undang
membuat yang lama itu tetap, ya, karena
kami pikir memang partainya ada dan
pastinya punya sekretariat, punya kantor,

punya aktivitas kepartaian di situ," ujar Ar-
teria. Namun, kemudian dalam perjalanan-
nya, KPU disebutnya banyak melakukan
kompromi dan tidak tegas dalam mencoret
partai yang dinyatakan tidak lolos.

"Kami harapkan verifikasinya bagus,
ternyata orang takut, KPU-nya takut
sama parpol. Coret parpolnya, jagoan
semua, ya, akhirnya kompromi lagi.
Akhirnya enggak verifikasi, ada uang-
nya, tapi tidak bisa maksimal," ucap Arte-
ria dalam persidangan.

Simpul kerumitan pemilu serentak kini
masih terus diurai untuk Pemilu Serentak
2024 yang lebih baik. Rasanya sudah
cukup korban rakyat untuk pemilu,
cukup sudah ratusan jiwa melayang saat
pesta demokrasi. Salah satu kerumitan,
yakni banyaknya peserta pemilu pun
sudah diketahui penyebabnya: verifikasi
partai politik. Dari situ pun setidaknya
sudah diketahui apa yang bisa mulai
diperbaiki. (ANTARANEWS)



SSDM Polri Brigjen Pol Dedi
Prasetyo.

“Ya betul. Pengisian jabatan
Kabareskrim oleh Irjen Pol
Listyo Sigit. Mutasi jabatan
adalah hal yang biasa dalam
organisasi Polri sebagai meri-
tokrasi, regenerasi, tour of area
dan dalam rangka mengop-
timalkan kinerja organisasi,”
kata Brigjen Dedi.

Kursi Kabareskrim akhirnya
terisi setelah 36 hari dibiarkan
kosong pascaJenderal Idham
resmi dilantik menjadi Kapolri
pada 1 November lalu.(ant)

mengatakan, pihaknya turut
menemukan sabit panjang dan
pisau yang dipercayai digu-
nakan dalam kejadian tersebut.

“Setelah mendapat informasi
kejadian pertengkaran di sebuah
rumah kongsi yang didiami
warga Indonesia, polisi bergegas
ke lokasi dan menemui tiga laki-
laki dalam keadaan terbaring
dan berlumuran darah dengan
luka,” katanya.

Dia mengatakan, ketiga kor-
ban yang dipastikan meninggal
dunia adalah pekerja ladang
perusahaan lain dan bertandang
ke rumah tersebut, sedangkan
tiga pelaku yang ditahan adalah
penghuni rumah.

“Mayat korban dibawa ke
Hospital Tuanku Jaafar (HTJ),
Seremban. Pelaku akan direman
(ditahan) hari ini,” katanya.
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Polisi Temukan Aliran Dana Rp2,6 Miliar
Kasus Pembobolan Kartu Kredit

SURABAYA - Kepolisian
Daerah Jawa Timur mene-
mukan aliran dana sebesar Rp2,6
miliar dalam kasus komplotan
pembobolan kartu kredit yang
diungkap beberapa hari lalu.

“Dari hasil pengembangan dan
digital forensik maupun hasil
penelusuran-penelusuran uang
serta beberapa saksi yang sudah
diperiksa, ada transaksi aliran
dana sebesar itu,” ujar Kapolda
Jatim Irjen Pol Luki Hermawan
di Surabaya, Jumat (6/12).

Kapolda mengatakan uang
sebesar Rp2,6 miliar didapatkan
dari seorang berinisial NR yang
merupakan kekasih dari bos
komplotan pembobol kartu
kredit berinisial H.

“Jadi, ada uang sebesar Rp2,6
miliar yang kami sita. Juga ada
dua mobil dari hasil kejahatan
ini. Kami akan terus mendalami
karena pelaku masih banyak,”
ucapnya.

Ia menduga pada kasus pem-
bobolan kartu kredit ini ada
banyak komunikasi maupun
transaksi dengan pihak dari luar
negeri, seperti dari Amerika
Serikat maupun dari Eropa.

Untuk itu, kata dia, polisi
segera berkoordinasi dengan
pihak kedutaan besar masing-
masing negara.

“Kemungkinan nanti pihak
penyidik akan koordinasi dengan
pihak kedutaan, karena ini ada
perusahaan-perusahaan besar.

Apa hubungannya, ya nanti
kami akan komunikasi. Ini agak
panjang ceritanya,” tuturnya.

Mengenai kemungkinan ada-
nya kerja sama antara bank
dengan tersangka untuk me-
narik data nasabah, Kapolda
Jatim menyatakan bahwa pi-
haknya masih akan menda-
laminya.

“Kasus ini nanti akan me-
narik, tapi harus pelan-pelan.
TPPU-nya kami akan kem-
bangkan juga nanti dari saudara
NR, di mana kejahatan ini
ditampung dalam satu rekening
ya. Dari situ nanti baru dialirkan
kepada rekening-rekening
tertentu. Jadi sudah ketahuan
ini alirannya,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur
Reserse Kriminal Khusus Polda
Jatim Kombes Pol Gidion Arif
Setyawan mengungkapkan
bahwa saat dilakukan peninda-
kan, NR berusaha menyem-
bunyikan uang tersebut.

“Yang bersangkutan (NR)
berusaha untuk menyem-
bunyikan,  maka ada yang
ditarik sejumlah kurang lebih
Rp700 juta dari rekening NR
maupun H. Jadi itu yang kita
amankan,” katanya.

Mengenai adanya tersangka
baru, Gidion mengatakan hal
itu menunggu pengembangan
dari tindak pidana pencucian
uang yang tengah ditelusuri.
(ant)

IPW Ingatkan Kabareskrim Baru Tuntaskan Kasus Novel
JAKARTA - Ketua Presi-

dium Indonesia Police Watch
(IPW) Neta S. Pane mengi-
ngatkan Kabareskrim Polri Irjen
Pol Listyo Sigit Prabowo untuk
menyelesaikan kasus-kasus yang
masih mangkrak, di antaranya
kasus penyiraman air keras
terhadap Novel Baswedan.

“Tugas utamanya adalah
menuntaskan kasus Novel, me-
ngingat (Jenderal) Idham saat
diangkat sebagai Kapolri sudah
berjanji akan menuntaskan
kasus Novel,” kata Neta saat
dihubungi, Jumat (6/12).

Pihaknya menunggu kinerja
Sigit setelah menduduki jabatan
Kabareskrim.

“Apakah Sigit mampu? Kita
tunggu saja gebrakannya,”
katanya.

IPW menilai kasus Novel
adalah kasus yang sulit untuk

dipecahkan. Tidak adanya
saksi dan minimnya alat bukti
menjadi hambatan bagi Polri
untuk mengungkap tabir
kasus ini.

Pihaknya juga menyadari
bahwa dari sejumlah kasus
penyiraman air keras, jarang
yang terungkap pelakunya.

“Dalam banyak kasus penyi-
raman air keras, jarang sekali
polisi mampu mengungkap dan
menuntaskannya,” katanya.

Kapolri Jenderal Pol Idham
Azis akhirnya menunjuk Kadiv
Propam Polri Irjen Pol Listyo
Sigit Prabowo menjadi Kaba-
reskrim Polri.

Hal ini tercantum dalam Surat
Telegram Kapolri Nomor: ST/
3229/XII/KEP./2019 tanggal 6
Desember 2019.

Mutasi jabatan tersebut
dikonfirmasi oleh KarobinkarBandar Sabu Ditembak Mati

JAKARTA - Pengedar seka-
ligus bandar sabu-sabu seberat
114,5 gram berinisal S (40) yang
ditembak mati polisi di Jakarta
Utara, adalah residivis kasus
serupa pada 2012 di wilayah
hukum Polda Metro Jaya.

“Tersangka S adalah residivis
kasus narkotika, dia pernah
berurusan dengan polisi pada
2012,” kata Kabid Humas Pol-
da Metro Jaya Kombes Pol Yusri
Yunus dalam gelar perkara di RS
Polri Kramat Jati, Jakarta Timur,
Jumat (6/12) siang.

Pria yang ditembak mati
petugas saat penangkapan di
kawasan Koja, Jakarta Utara,
Kamis (5/12), pernah ditahan
empat tahun di Lapas Cipinang
atas pengungkapan kasus
kepemilikan 1 kilogram lebih
sabu-sabu.

Namun setelah dinyatakan
bebas, S kembali ditangkap
polisi pada Mei 2019 namun
memperoleh disepensasi
rehabilitasi narkoba di salah
satu panti di Jakarta.

Rupanya selama menjalani
program pemulihan, kata Yusri,
pelaku kembali mengedarkan
sabu-sabu dengan barang bukti
yang didapat sebanyak 114,5
kilogram.

Dalam proses penggeledahan
di kediaman S kawasan Rawa
Badak, Koja, Jakarta Utara,
polisi mendapati sejumlah
tabung alat hisap berikut satu
unit mobil hasil curian yang
biasa dipakai S untuk menge-
darkan sabu-sabu.

“Narkoba itu didapatkan S
dari pemasok yang biasa di-
panggil dengan sebutan Papi,”

katanya.
Barang haram tersebut di-

edarkan S ke sejumlah peng-
huni indekos yang ada di tengah-
tengah rumah tiga lantai tempat
tinggal S.

“Kita juga masih kembang-
kan jaringan pelaku, apakah
sampai juga ke Jabodetabek
atau kawasan lain,” katanya.

Sebelumnya S dilaporkan
tewas setelah ditembak petugas
di bagian punggung karena
mencoba lari saat akan di-
tangkap oleh sekitar 12 per-
sonel polisi.

Kasus yang menjerat S ber-
kaitan dengan pasal 114 atau
112 Undang-Undang Nomor
35/2009 tentang narkotika
dengan ancaman minimal enam
tahun penjara dan maksimal
seumur hidup penjara.(ant)

Polisi Tetapkan
Jafar Shodiq Tersangka

JAKARTA - Kepala Biro
Penerangan Masyarakat Polri
Brigjen Pol Raden Prabowo
Argo Yuwono mengatakan
penceramah Jafar Shodiq
Alattas telah ditetapkan se-

bagai tersangka dalam kasus
dugaan penghinaan terhadap
penguasa.

“Karena sudah ada dua alat
bukti yang cukup untuk di-
naikkan (status) menjadi

tersangka,” kata Brigjen Argo
di Mabes Polri, Jakarta, Jumat
(6/12).

Penyidik masih mempelajari
barang bukti berupa rekaman
video ceramah Jafar. “Dalam
video itu ada kata-kata yang
tidak pas menurut pelapor. Ini
sedang dievaluasi, dipelajari,
dan kemudian dilakukan
penyidikan,” ucapnya.

Saat ini Jafar mendekam di
Rutan Bareskrim Polri. Sebe-
lumnya video ceramah Jafar
Shodiq viral di situs berbagi
Youtube, yang sumbernya dari
akun YouTube ‘habib ja’far
shodiq bin sholeh alattas’,
diunggah pada 30 November
2019.

Video tersebut berisi kata-kata
penghinaan terhadap Wapres
Ma’ruf Amin. Ada dua laporan
dari masyarakat terkait kasus ini.
Sementara dari internal Polri
juga membuat laporan.

“Ada dua laporan dari ma-
syarakat yang melaporkan dan
juga ada satu laporan model A
dari kepolisian,” ujarnya.(ant)

Tiga WNI Ditemukan Meninggal di Negeri Sembilan
KUALA LUMPUR - Tiga

laki-laki warga negara Indo-
nesia (WNI) ditemukan me-
ninggal dunia dalam keadaan
terluka di sebuah rumah kongsi
pada sebuah ladang dekat Ge-
dok, Gemencheh, di Tampin,
Negara Bagian Negeri Sem-
bilan, Malaysia, Kamis malam
(5/12).

Media setempat Harian Me-
tro, Jumat (6/12), menyebutkan
mereka meninggal menyusul
kejadian sekitra pukul 24.00
tengah malam waktu setempat
dan polisi kemudian menahan
tiga laki-laki warga Indonesia
berusia 29 hingga 42 tahun di
lokasi kejadian untuk mem-
bantu investigasi.

Wakil Kepala Polisi Negeri
Sembilan, Senior Asisten Komi-
sioner Che Zakaria Othman

Dia mengatakan, pihaknya
masih memburu dua orang lagi
yang dipercayai terlibat dalam
kejadian ini yang dikenali se-
bagai Ari dan Ojak atau Razak.

Koordinator Fungsi Pen-
sosbud KJRI Johor Bahru

Anang Fauzi Firdaus ketika
dikonfirmasi kejadian tersebut
mengatakan, Staf Teknis Polisi
KJRI Johor Bahru sudah meng-
hubungi Kepolisian Seremban,
Negara Bagian Negeri
Sembilan. (ant)

Jaksa Teliti Berkas Perkara Penembakan Randy
KENDARI - Berkas kasus

penembakan yang mengaki-
batkan tewasnya mahasiswa
Universitas Halu Oleo (UHO)
Kendari, Randy (21), yang
diduga dilakukan oknum kepo-
lisian, kini dalam tahap pene-
litian Kejaksaan Tinggi  Sulawesi
Tenggara.

Kepala Seksi Penerangan
Hukum (Kasipenkum) Kejati
Sultra Herman Darmawan di
Kendari, Jumat (6/12), me-
ngatakan bahwa berkas kasus
penembakan Randy diterima
dari penyidik Polda Sultra
pada tanggal 27 November
2019.

“Setelah diterima, berkas
tersebut akan teliti oleh jaksa
penuntut umum (JPU) selama
14 hari,” kata Herman Dar-
mawan.

Hal itu, kata dia, sesuai de-
ngan Pasal 110 KUHAP bahwa
waktu yang diberikan kepada
JPU untuk melakukan pene-
litian selama 14 hari, kemudian
menentukan sikap apakah

lengkap (P-21) atau berkasnya
kurang (P-18) dan (P-19) yang
akan dikembalikan.

Ia juga mengungkapkan bah-
wa penelitian berkas tersebut
meliputi kelengkapan formil
dan kelengkapan materiel. Jika
jika tidak lengkap, akan dikem-
balikan. Penelitian berkas
perkara itu terhitung 14 hari
sejak Kejari menerima dari
penyidik.

“Peninjauan barang bukti
secara formil dan materiel
sangat dibutuhkan dalam ke-
lengkapan berkas perkara agar
memperkuat tuntutan dan ti-
dak mempersulit saat persi-
dangan nanti,” katanya men-
jelaskan.

Untuk diketahui,  Randy
merupakan mahasiswa Jurusan
Budidaya Perairan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) UHO angkatan 2016
yang tewas tertembak saat
melakukan aksi unjuk rasa
menolak revisi UU KPK di
Kantor DPRD Provinsi Sultra

pada tanggal 26 September
2019.

Randy diduga tewas ter-
tembak oleh tersangka Brigadir
AM. Selain Randy, pihak polda
juga tengah melakukan penye-

lidikan atas tewasnya maha-
siswa lainnya, yakni Muham-
mad Yusuf Kardawi (19) D-3
Jurusan Teknik Sipil Program
Pendidikan Vokasi (PPV)
angkatan 2018.(ant)
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Nelayan Bangka Diimbau Tidak Melaut, .........................................................

RZWP3K tak Banyak Berubah, .........................................

Tanjungpandan Dilanda Banjir, ........................................
banjir, ayok kita dengan rasa
kemanusian kita bantu kawan
kita, saudara kita. Sekarang
bukan saatnya kita egoisme,
dengan berdiam saja. Ini adalah
musibah bersama,” kata Isyak.

“Kita mau tuntaskan ini kita
punya kendala, kendalanya
adalah ada warga yang egois dia
tidak mau menjual lahannya
kepemerintah dan pemerintah
tidak bisa bangun retensi. Kalau
kita mau ada solusi harus kom-
pak, sudah ditawarkan peme-
rintah ada ganti rugi lahan
segala macam itu harus diatasi,”
sambungnya.

Disamping itu, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Edi Usdi-
anto mengambil beberapa lang-
kah cepat guna menghadapi
banjir di wilayah Kabupaten
Belitung.

Bupati Belitung, Isyak Meirobie
juga menghimbau warga untuk
gotong royong menghadapi
musibah banjir. Salah satu lang-
kahnya adalah dengan ikut
membersihkan sampah sese-
gera mungkin, agar aliran sungai
tidak terhalang sampah.

“Himbauan kita gotong ro-
yong, kalau ada sangkutan
sampah kita bersihkan cepat,”
ujar Wabup Isyak.

Isyak juga mengajak warga
yang tidak terdampak banjir
ikut membantu warga yang ter-
kena banjir. Pemerintah daerah
mengalami kendala dalam
menghadapi kondisi ini dika-
renakan ada beberapa warga
yang enggan untuk menjual
lahan guna pembangunan ko-
lam retensi.

“Warga yang tidak terkena

Dia menyampaikan bahwa
DLH telah mensiagakan timnya
untuk standbye di kantor. Hal
ini dilakukan guna menghadapi
jika terjadi kondisi darurat.

“Untuk antisipasi kita siapkan
tim kita untuk standby di kan-
tor,” kata pria yang biasa di-
panggil Edu.

Selain itu pihaknya juga akan
melakukan pembersihan pada
areal yang sudah surut. Tim
DLH juga akan melakukan
monitoring keliling bagi ma-
syarakat yang membutuhkan
bantuan.

“Kita standby kan satu mobil
truk sampah, sampai saat ini full
sampahnya. Apalagi setelah
kita turun, banjir di kampung
Amau tahun ini melebihi hujan
tahun kemarin,” ungkap Edu.
(dod/6)

Belitung dan Belitung Timur.
Hal ini, menurutnya berkaitan
dengan aturan dari pusat me-
nyangkut peraturan presiden
(perpres) menganai BPSK.

“Karena tadinya keluarnya
melalui perpres, karena ada
penghentian pembentukan ak-
hirnya banyak yang belum ada,
peran BPSK sangat penting,
sekarang lagi digodok aturan

Konsumen Dirugikan Lapor ke Disperindag, .....................
untuk pembentukan BPSK
yang baru,” jelasnya.

Konsumen, diharapkan Riza,
lebih cerdas dan mengetahui
hak-hak sebagai konsumen.
Karena konsumen, ujarnya,
juga berhak mendapatkan per-
lindungan dan juga haknya.

“Sebetulnya persoalan peng-
aduan konsumen atau berkaitan
dengan perlindungan konsumen

Diduga Akibat Penimbunan RM Nelayan Seafood, .........................................

Genangan Air Capai 1,5 Meter
PANGKALPINANG -

Banjir yang melanda sebagian
wilayah Tanjungpandan, ibu
kota Kabupaten Belitung, me-
nimbulkan genangan setinggi
satu hingga 1,5 meter menurut
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

“Alhamdulillah saat ini ke-
tinggian air banjir di Belitung
sudah mulai surut,” kata Kepala
Bidang Kedaruratan BPBD
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Aswind, di Pang-
kalpinang, Kepulauan Bangka
Belitung, Jumat.

“Saat ini kita sudah memper-
siapkan tim untuk membantu

penanganan korban banjir di
Belitung,” katanya.

Ia mengutip laporan tim
penanganan banjir di Belitung
yang menyebutkan bahwa
pada pukul 14.00 WIB ge-
nangan air mulai menyurut
karena air laut sudah surut dan
intensitas hujan mulai ber-
kurang.

Namun demikian, tim BPBD,
TNI, Polri, Satuan Polisi Pa-
mong Praja, dan warga tetap
siaga mengantisipasi banjir su-
sulan karena hujan masih ber-
potensi turun di Negeri Laskar
Pelangi tersebut.

“Saat ini tim sudah menyi-
apkan perahu karet, pelam-

pung, ring buoy, dan peralatan
lainnya untuk mengantisipasi
banjir susulan,” kata Aswind.

Hujan lebat dan pasang air
laut menimbulkan banjir yang
mengakibatkan 300 rumah di
Kota Tanjungpandan, utama-
nya Kelurahan Kampung Da-
mai, tergenang dan meng-
hambat aktivitas warga daerah
wisata tersebut.

“Dalam beberapa tahun ter-
akhir, banjir kali ini di Belitung
merupakan bencana yang ter-
parah karena saluran air tidak
mampu menampung curah
hujan lebat ditambah pasang air
laut yang tinggi,” kata Aswind.
(ant/6)

Pemkab Bangka Dorong Pemdes
Tertibkan Arsip

SUNGAILIAT - Pemerintah desa di seluruh
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, didorong untuk menertibkan arsip
pemerintahannya guna mewujudkan program tertib
arsip nasional.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabu-
paten Bangka, Murmahudi di Sungailiat, Jumat menga-
takan, dokumen kearsipan bagi pemerintah desa
diperlukan selain untuk menertibkan dokumen juga
mendukung program tertib arsip nasional yang dica-
nangkan pemerintah.

“Ketertiban dokumen arsip bagi organisasi pemerintah
diperlukan mengingat dokumen tersebut kadang masih
diperlukan untuk berbagai urusan,” jelasnya.

Munculnya suatu persoalan kata dia, dapat disebabkan
oleh kurang lengkapnya dokumen pendukung atau arsip
kegiatan yang barangkali lalai untuk disimpan.

“Saya pernah mendapatkan aduaan dari salah satu
kepala desa terpilih tetapi arsip dari kepala desa
sebelumnya tidak ada,” katanya.

Dia mengatakan, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi
disuatu organisasi pemerintah karena kegiatan tersebut
harus dipertanggungjawabkan dengan kelengkapan
dokumen.

“Secara bertahap kearsipan diseluruh lembaga peme-
rintah akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, ada sejumlah arsip pemerintah dengan
masa tertentu harus dimusnahkan tetapi terdapat pula
arsip yang memang harus disimpan dengan baik. (ant)

TANJUNG PANDAN -
Kegiatan FGD bertempat di
Ruang Serba Guna Kabupaten
Belitung yang merupakan wu-
jud sinergi antara Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi
Bangka Belitung, KPPN Tan-
jung Pandan, dan Pemerintah
Kabupaten Belitung ini dise-
lenggarakan sebagai langkah
percepatan penyaluran Tahap
III DAK Fisik 2019 dan per-
cepatan penyaluran DAK Fisik
2020. FGD melibatkan para
Kepala Bakuda/DPKAD/
BP2RD, Inspektur Daerah, dan
perwakilan OPD pelaksana
kegiatan DAK Fisik di wilayah
Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dibuka oleh
Bapak Bupati Belitung, H.
Sahani Saleh.

Agenda kemudian dilanjut-
kan dengan pemaparan materi
oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi
Bangka Belitung. Pada kegiatan
ini juga disampaikan apresiasi
bagi Pemda dengan dua kategori
penghargaan, yaitu Pemda
dengan Kinerja Penyaluran
DAK Fisik Terbaik dan Pemda
dengan Penyampaian LKT/
LRT Terbaik.

Kepala Kanwil DJPb Babel,

Alfiker Siringoringo menye-
butkan, Dana Alokasi Khusus
Fisik yang selanjutnya disingkat
DAK Fisik, adalah dana yang
dialokasikan dalam APBN ke-
pada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu men-
danai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

Dengan demikian, pengalo-
kasian DAK Fisik membantu
daerah dalam mewujudkan
tugas kepemerintahan di bidang
tertentu, khususnya dalam upa-
ya pemenuhan kebutuhan sa-
rana dan prasarana pelayanan
dasar masyarakat, yang selaras
dengan prioritas nasional.

Pada Tahun 2019, pemerin-
tah pusat telah menganggarkan
pagu DAK Fisik untuk wilayah
Kepulauan Bangka Belitung
senilai Rp.701 miliar. Nilai
tersebut untuk membiayai 117
bidang DAK Fisik yang terdiri
dari; 64 bidang DAK Fisik
Reguler,  47 bidang DAK Fisik
Penugasan, dan 6 bidang DAK
Fisik Affirmasi.

Sampai dengan tanggal 3
Desember 2019, DAK Fisik
yang telah tersalur di wilayah
Kepulauan Bangka Belitung
sebesar Rp.525,5 miliar atau

74,96% dari total pagu.
Ia menjelaskan, dari tiga

tahap penyaluran DAK Fisik,
beberapa Pemda sudah mela-
kukan penyaluran tahap III
yang batas akhir penyampaian
persyaratan penyalurannya
adalah tanggal 16 Desember
2019. Meskipun demikian,
diimbau agar seluruh Pemda
sudah menyampaikan doku-
men persyaratan penyaluran
tahap III jauh sebelum batas
akhir, tidak perlu menunggu
hingga mendekati tanggal ter-
sebut.

“Hal ini bertujuan untuk
mencegah kegagalan upload
dokumen persyaratan di apli-
kasi OMSPAN dikarenakan
load transaksi yang sangat tinggi
pada saat-saat menjelang batas
waktu berakhir,” sebutnya.

Kegagalan upload dokumen
persyaratan penyaluran akan
mengakibatkan kegagalan salur
DAK Fisik tahap III yang akan
berdampak pada meningkat-
nya risiko fiskal daerah. Me-
ngapa meningkatkan risiko
fiskal daerah? Hal ini dikare-
nakan dengan kegagalan salur
DAK Fisik tahap III maka pe-
nyelesaian kegiatan DAK Fisik
tersebut harus ditutup pem-

biayaannya dengan menggu-
nakan dana APBD.

“ Tentunya hal ini akan sangat
membebani APBD, sehingga
perlu kita antisipasi dengan
baik,” ujarnya.

Sedangkan untuk tahun
2020, wilayah Kepulauan
Bangka Belitung mendapatkan
DAK Fisik senilai Rp. 858 miliar
atau naik 0,32% dibandingkan
tahun 2019.

“Meskipun tahun 2019 be-
lum berakhir, kita harus segera
mempersiapkan skema dan
strategi percepatan penyaluran
DAK Fisik 2020. Dengan ke-
siapan yang lebih baik, diha-
rapkan permasalahan yang
terjadi pada tahun-tahun sebe-
lumnya, baik substantif mau-
pun teknis, tidak lagi ditemui di
tahun depan,” tukasnya.

Untuk itu, sinergi yang baik
antar instansi pemerintah, baik
di pusat maupun di daerah
sangat diperlukan guna meng-
awal agar DAK Fisik dapat
disalurkan secara optimal sesuai
dengan ketentuan dan batas-
batas waktu yang telah diatur
sehingga dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat di Kepulauan
Bangka Belitung. (rilis)

ini lima kali lipat banyaknya dari
pertumbuhan barang dan jasa,
hanya saja terkadang masyarakat
tidak tau harus melapor ke-
mana,” katanya.

Selain bisa datang langsung ke
kantor, dia menambahkan,
Disperindag Babel juga mela-
yani pengaduan masyarakat
lewat nomor WhatsApp
08117109666. (nov/10)

tersebut ditimbun dan bandar
air diperkecil akibatnya air
meluap ke rumah warga,” ke-
luh Aris kepada Rakyat Pos,
Jum’at (6/12/2019).

Aris meminta kepada peme-
rintah Kabupaten Belitung,
khususnya Dinas Lingkungan
Hidup (DLH). Agar meninjau
kembali izin lingkungan atas
penimbunan yang dilakukan
oleh pengusaha itu.

“Saya minta ke Pemda, ter-
utama DLH. Kalau tidak di
cegah warga kolong itu mau
ditimbun semua olehnya. Itu
ada gak izin dari dinas terkait
penimbunan dan pembuatan
aliran itu, kami semua kena

dampaknya itu,” jelas Aris.
Edi Usdianto selaku Kepala

Dinas Lingkungan Hidup saat
dikonfirmasi oleh Rakyat Pos
mengatakan akan mengecek
izin lingkungan yang dimiliki
rumah makan Nelayan Sea-
food.

“Ok.. akan kita cek keleng-
kapan Izin Lingkungan atau
SPPL (Surat Pernyataan Penge-
lolaan Lingkungan) yang me-
reka pegang,” kata Edu sapaan
akrab Edi Usdianto.

Selang beberapa jam, melalui
pesan singkat Whatsappnya,
Edu menyampaikan bahwa
rumah makan Nelayan Seafood
tersebut tidak memiliki surat

perizinan dari dinas terkait.
“Restoran tersebut tidak ada

izin lingkungan,” sebutnya
melalui pesan whatsapp.

Disamping itu, ketua Gapabel
Pifin Heriyanto alias Tileng
meminta DLH melakukan tin-
dakan tegas terhadap pihak
yang melakukan tindakan ile-
gal.

Apa lagi, DLH saat ini telah
mengetahui kegiatan dan pe-
ngelolahan rumah makan Ne-
layan Seafood tidak memiliki
izin lingkungan.

“Nah, DLH saat ini sudah
mengetahui bahwa rumah ma-
kan tersebut tidak ada izin
lingkungan dan pembuatan

serta penimbunan wilayah se-
rapan air. DLH harus meng-
ambil tindakan tegas,” ujar
Tileng.

Sebab, menurut Tileng apa
yang telah dilakukan oleh peng-
usaha tersebut berdampak
buruk terhadap masyarakat
banyak.

“Bukan lagi akan berdampak,
tetapi ini sudah terjadi. Lihat saja
akibat tindakan yang dilakukan
tanpa ada kajian khusus dan
benar, masyarakat mengalami
kerugian dan bencana. Kita
minta segera dilakukan penin-
dakan, apalagi hal ini sudah
lama terjadi,” pungkasnya.
(dod/6)

Adet, akan ditindaklanjuti oleh
pihak Pokja Pemprov Babel
untuk membuat dokumen final
RZWP3K. “Apa yang menjadi
kekurangan dari saran dan
masukan ini nanti disepakati
untuk dibuatkan dokumen fi-

nal,” ungkapnya.
Setelah itu, dokumen final

RZWP3K ini akan diserahkan ke
DPRD Babel untuk mendapatkan
persetujuan lewat paripurna.

“Jelas kita akan menunggu hasil
kerja maksimal pokja ini, akan

ada rekomendasi dari KKP baru
diserahkan ke DPRD. Tinggal
DPRD yang menentukan akan
memberi jawaban apakah masih
ada pertemuan atau langsung di
paripurna pengesahan,” pung-
kasnya. (ron/6)

berada di laut dengan harapan
lewat komunikasi yang ada,
petugas bisa memantau keber-
adaan nelayan tersebut,”
katanya.

Selain soal cuaca, dia turut
meminta kepada nelayan untuk
waspada dan melengkapi alat
keselamatan agar terhindar dari
hal hal yang tidak diinginkan.

“Tolong perhatikan juga sa-
rana dan prasarana lainnya saat
melaut karena ketika terjadi
sesuatu di laut, sarana yang ada
ini dapat dijadikan alat untuk
menyelamatkan diri,” kata
Elpiadi seraya turut mengimbau
kepada masyarakat pengunjung
tempat wisata pantai untuk
berhati-hati.

Gelar Silaturahmi
Tangkal Radikalisme

Sementara itu, Satpolair Pol-
res Bangka menggelar kegiatan
silaturahmi dan kerja sama
membangun daya cegah dan
tangkal terhadap kelompok
radikalisme, pro kekerasan,
intoleransi dan anti Pancasila
dengan sejumlah masyarakat
nelayan di wilayah hukumnya.

Kapolres Bangka, AKBP Aris
Sulistyono melalui Kasatpolair
AKP Elpiadi di Sungailiat, Jumat
mengatakan, kegiatan tersebut
memberikan edukasi pema-
haman kepada nelayan tentang
bahaya ancaman radikalisme dan
anti Pancasila yang dapat meme-
cah belah persatuan bangsa.

Dia mengatakan, meskipun
acaman dari gerakan kelompok
radikalisme tidak ditemukan di
wilayah hukum kerjanya na-
mun, upaya pencegahan dini
dengan pemberian pemahanan
gerakan tersebut tetap harus
dilakukan.

“Saya mengajak seluruh ma-
syarakat nelayan untuk meng-
hidari dari semua ajakan yang
bersifat anarkis hingga tindakan
intoleransi yang dapat merusak
tatanan kondusifitas khususnya
di wilayah peraiaran,” jelasnya.

Kasatpolair menyarankan,
agar jika terjadi persoalan di
tengah masyarakat hendaknya
diselesaikan dengan cara ber-
musyawarah dan mufakat se-

suai dengan ideologi Pancasila.
Melalui kegiatan itu pula,

kata dia, terbangun kerja sama
dan timbul kesadaran masya-
rakat mencegah paham radi-
kalisme dan anti Pancasila yang
dapat merongrong kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Elpiadi juga berharap ter-
bangun sikap dan tindakan
masyarakat nelayan daerah dalam
mencegah daya tangkal terhadap
radikalisme dan anti Pancasila di
wilayah perairan laut Bangka.

Pada kesempatan kegiatan
tersebut, pihaknya membagi-
kan puluhan bikisan sembako
kepada masyarakat atau peserta
yang hadir dalam kegiatan
tersebut. (2nd/ant/10)

DAK Fidik 2019 dan Percepatan
Penyaluran DAK Fisik 2020

SUNGAILIAT -
Pemerintah Kabupaten Bang-
ka, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, mencatat kerugian
akibat kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) sejak Januari
sampai 11 November 2019
mencapai Rp3,8 miliar.

Wakil Bupati Bangka Syah-
budin di Sungailiat, Jumat me-
ngatakan, angka kerugian men-
capai Rp3,8 miliar tersebut
berdasarkan data terjadinya
karhutla sebanyak 266 kali
selama periode Januari sampai
11 November 2019.

Dikatakan, dari 266 kali terja-
dinya kebakaran itu masing-
masing 251 kebakaran hutan
dan lahan serta 15 kali keba-
karan bangunan rumah.

“Tahun ini cukup tinggi ang-
ka kasus kebakaran hutan dan

lahan termasuk bangunan ru-
mah dibandingkan tahun sebe-
lumnya,” ujarnya.

Wabup memberikan apre-
siasi besar kepada petugas keba-
karan di wilayahnya yang sudah
bekerja maksimal selama 24
jam meskipun masih ada ken-

dala seperti terbatasnya per-
sonel.

Untuk memenuhi kebutuhan
petugas kebakaran kata Wa-
bup, diperlukan peran aktif
masyarakat sebagai tenaga
bantuan atau petugas relawan
bencana.

“Kita ketahui bahwa bencana
alam tidak hanya pada keba-
karan tetapi juga banjir, angin
puting beliung dan musibah
lainnya,” jelasnya.

Penanganan bencana kata
dia, harus dilakukan secara
cepat dan tepat untuk menekan
kerugian yang lebih besar.

“Saya mengingatkan masya-
rakat agar tetap memperha-
tikan kelestarian lingkungannya
masing-masing, jangan mem-
bakar hutan sembarangan,”
ujarnya. (ant/6)

Kerugian Karhutla di Bangka Capai Rp3,8 M

PANGKALPINANG -
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung akan
segera mengerahkan tim reaksi
cepat untuk menangani ma-
syarakat korban banjir di Kabu-
paten Belitung, Jumat.

“Kami sudah mempersiapkan
15 personil untuk membantu
Pemkab Belitung menangani
korban banjir,” kata Kepala Bi-
dang Kedaruratan BPBD Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung, Aswind di Pangkalpinang,
Jumat.

Ia mengatakan hujan lebat
mengguyur Belitung telah
mengakibatkan banjir dengan
ketinggian sekitar lutut hingga
leher orang dewasa dan me-
rendam 300 rumah penduduk
di Kelurahan Kampung Damai,
Belitung.

“Kalau kondisi air banjir
masih tinggi, maka besok tim
reaksi cepat berangkat Sabtu (7/
12) pagi,” ujarnya.

Menurut dia untuk saat ini
belum ada permintaan bantuan
dari Pemkab Belitung untuk
menangani korban banjir di

negeri laskar pelangi itu.
“Saat ini belum ada permin-

taan bantuan, karena masih
tertangani oleh BPBD Belitung,”
katanya.

Kepala Bidang Penanggu-
langan Bencana, Dinas Satpol
PP Kabupaten Belitung, Abdul
Sani mengatakan 300 rumah
Kelurahan Kampung Damai
terendam banjir, karena hujan
lebat yang turun sejak dinihari.

“Saat ini evakuasi korban
difokuskan di Kelurahan Kam-
pung Damai, karena titik ter-
parah banjir,” katanya. (ant)

BPBD Babel Kerahkan Tim
Tangani Banjir Belitung

“Saya mengingatkan
masyarakat agar
tetap memperha-
tikan kelestarian
lingkungannya

masing-masing,
jangan membakar

hutan
sembarangan,”


